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KATA PENGANTAR 


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menye- 
lesaikan buku “AL-QAWA’ID AL-FIQHIYAH: Kaidah-Kaidah 
Mengembangkan Hukum Islam” ini dengan tanpa adanya halan- 
ganyangberarti. 

Buku-buku yang khusus membahas tentang al-qawd id al- 
fiqhlyah ini masih sedikit, oleh karena itu penulis berharap buku 
ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang men- 
gambil mata kuliah ini (karena sistematika pembahasannya telah 
disesuaikan dengan silaby) atau pihak manapun yang membu- 
tuhkannya. 

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ab- 
dul Mun’im (yang telah memberikan banyak masukan, termasuk 
bahan-bahan referensi), dan A. Faruk (sebagai penyunting buku 
ini; yang dengan sabar telah membantu memberikan kritik dan 
saran yang konstruktif), serta semua pihak yang telah membantu 
memberikan saran, kritik, dan motivasi, sehingga buku ini bisa 
terselesaikan dengan tanpa adanya halangan yang berarti. Penu- 
lis menyadari buku ini masih banyak kelemahan/kekurangannya. 
Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis 
harapkan. 

Ponorogo, Januari 2006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 


T^iqh Islam merupakan kumpulan dari berbagai macam per- 
P aturan hidup yang memberikan ketentuan-ketentuan hu- 
lum praktis (‘amali) terhadap segala segi kehidupan manusia, 
yang menyangkut hubungan hamba dengan Khaliknya dan 
luibungan hamba dengan hamba, baik yang menyangkut ma- 
s;ilah pribadi/individu, masyarakat, negara dan antar berbagai 
ncgara/intemasional. 

Luasnya wilayah kajian fiqh dan banyaknya masalah-ma- 
■■I lab furu'iyah yang muncul dalam kehidupan manusia telah 
mcmotivasi para mujtahid untuk terus mengkaji fiqh ini dengan 
memberikan solusi yang praktis dalam menyelesaikan masa- 
lih-masalah furu'iyah yang sangat banyak jumlahnya. Setelah 
berusaha dengan cermar dalam mengamati dalil-dalil kulli yang 
rerdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits, maka solusi yang di- 
mwarkan adalah kaidah-kaidah fiqhiyah, yaitu sebuah kaidah 
btikum yang sangat mirip dengan “rumus-rumus fiqh”, yang 
herfungsi membantu menyelesaikan masalah-masalah furu'iyah 
yang sangat banyak jumlahnya tersebut. 

Kaidah ini mengklasifikasikan masalah-masalah furu'iyah 
menjadi beberapa kelompok, yang tiap-tiap kelompok tersebut 
•i.lalah kuinpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang seru- 


RIDHO ROKAMAH, I. AQ., M.ll. | 1 


2 | AL-QAWA'IDAL-FIQHlYAH 

pa. Sehingga hal ini memudahkan para mujtahid dalam meng- 
istinbath* kan hukum dari berbagai masalah yang ada dalam 
masyarakat. 1 

A Uqawd’id aUfiqhiyah merupakan kaidah yang bersifat kulli 
yang dirumuskan dari masalah furu'iyah. Daya berlakunya han- 
ya bersifat aghlabi, yaitu berlaku untuk sebagian besar furu’ saja. 
Dengan demikian, dalam kaidah tersebut dimungkinkan masih 
ada beberapa masalah yang dikecualikan atau dengan kata lain, 
masalah-masalah furu' yang tidak dapat diberi ketentuan hukum 
berdasarkan rumusan kaidah tersebut, maka ketentuan hukum- 
nya adalah ditentukan secara khusus oleh dalil-dalil yang ada 
dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid 
harus teliti dan cermat di dalam menggunakan al-qawd'id d~ 
fiqhiyah untuk meng-istinbath-kan furu ’. 

Mengingat al-qawd’id al-fiqhiyah mempunyai peranan yang 
penting dan manfaat yang besar dalam memberikan petunjuk 
terhadap hukum-hukum furu ’ bila kita memerlukan hujjah (ar- 
gumentasi) dan dalil serta meng-istinbath-kan hikmah, maka su- 
dah selayaknya setiap orang yang berkecimpung dalam bidang 
fiqh, juga melengkapi diri dengan al-qawd’id alfiqluyah ini. Hal 
ini senada dengan instruksi khalifah Umar kepada Abu Musa 
al-Asy’ari. 

U jjU aL J tij&l 


I Kaidah-kaidah yang lerdapar dalam Lslam ini scbcnamya juga di kcnal dalam hukum Indonesia 
dan juj-a hukum Barat. Di Indonesia istilah yang scring kita dengar adalah “hcrani berbuat, bcrani 
hcrtanggung jawab*. yang maksudnya adalah orang harus herani mempcrtanggung jawabkan 
scgala perhuaran yang dilakukannya alas pilihannya scndiri. Istilah ini merupakan kaidah yang 
dapat mencakup banyak kasus yang sesuai dengan kaidah ini. Misalnya kasus-kasus pencunan, 
pembunuhan, penghinaan. pengania»aan. dan Iain-lain. Sedangkan di Barat, mempunyai istilah 
kaidah-kaidah khusus yang disebut dengan legal maxims. Misalnya dikenal prinsip nebtsaudem yang 
maksudnya adalah seseorang tidak bisa dihukum lagi (dua kalidcbih) untuk sebuah kcsalahan yang 
sama sampai ada hukti-bukti baru yanj sah dan meyakinkan. Istilah ini diperoleh dari penjelasan Dr. 
Abdul Mun’im (dosen senior dalam Kdang ini), dalam catatan kuliah al-qawd’id al-fk^yah jurusan 
Syarfah STAIN Ponorogo. 


Pclajarilal i scgala stxibsoal yang serupa dan bersatnaan, dan qiydskanlah 
scgala urusan kepada hal-hal yang ubanding. 1 

Mengambil inspirasi dari instruksi Khalifah Uinar di atas, 
sebagian ulama menamakan aUqawd'id aUfiqhiyah dengan al- 
A sybdh wa aUnadhdir, yang maksudnya, aUqawd'id aU fiqhiyah 
diletakkan di bawah pokok persoalan satu yang sama, yaitu 
dengan menggunakan analogi atau qiyds dapat diterangkan hu- 
kum satu masalah pada masalah-masalah yang sejenis. Berkai- 
tnn dengan abqawd’id al- fiqhiyah banyak fuqaha yang berkata: 

\lfik JfrtjUl yP\ j J j*jht CM (> 

Oil 

Barang siapa memelihara ushul, maka ia akan sampai kepada maksud, 
dan barang siapa memelihara qawd'id selayaknya ia mencapal tujuan 
hukum. 1 

Dalam masalah ini Imam Abti Muhammad hzuddin ibn 
‘Abd al-Salam menyimpulkan bahwa al -qawd'id aUfiqhtyah 
merupakan jalan untuk mendapatkan kemaslahatandan mcno- 
lak kcrusakan. Sedangkan al-Qarafy dalam aUFuruq-nyn menu- 
lin bahwa seorang faqih tidak akan besar pengaruhnya tanpa 
berpegang kepada aUqawd'id aUfiqhtyah, karena apabila seorang 
faqih tidak berpegang aUqawd 'id aUfiqhtyah, maka hasil ijtihad- 
nya banyak yang bertencangan dan berbeda antara furu'^furu' 
itu.’ Karena itu, setiap fuqaha’ selalu berpegang pada aUqawd'id 
aUfiqhtyah, sehingga mereka mudah menguasai /uru'-/uru'-nya. 


H«*M Al-Shldtlleqy, /Vnfflnwr Hukum htam, jllid I, (Jalnrai Bulan Hinting IWf), 98. 

J Ai|munl A. Rahman, Qa'Idalb^kUi Fiqh (Qaw'ldul Fuihhuh), (Jakarta Bulan Buiting 1976), 17. 
) IhU, 18. 



BAB II 

PENGANTAR 

AL-QAWA’ID AL-FIQHiYAH 


A. Pengertian, Ruang Lingkup Bahasan dan Perbedaan aF 
Qawa’id aUFiqhiyah dengan aUQawa’id aFUshuliyah. 

I . Pengertian aF Qawa’id aVFiqhiyah dan Ruang Lingkup 
pembahasannya 

A lqawa'id alfiqhiyah merupakan rangkaian dari dua kata, 
yaitu ‘‘qawa’id” dan “fiqhiyah". Hubungan dari dua kata 
terse but dalam ilmu nahwu disebut dengan hubungan “shifah” 
dengan "maushuf, atau “na’at” dengan “man’ut.” 

Kata ahqawd'id (o^iii) merupakan bentuk jama ’ dari kata 
11/ nil'idah (;apUJ\) yang berarti (fondasi rumah 

Him bangunan lain). Dalam ard ini, kata tersebut tercantum 
• Nam firman Allah (Q.S. 2:127), yaitu : 

JjC.Ux-1 j ij * oed jiJl Jjl J 

I >,i ' 1 ingatlah ketika ( Nabi j Ibrahim meninggikan fondasi bayt Allah 
(Kii'bah) bersama Ismail 

Menurut ahli nahwu, kaidah berarti: 

Aj Lj Ja. 1 ^]£A\ 
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Hukum kulli (universal) yang bisa diacu pada semua partikulamya 1 

Ulama’ ushul fiqh mendefinisikan “kaidah” dengan “se- 
suatu yang biasanya atau ghalibnya begitu”. Sebagaimana ung' 
kapan mereka: 

hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar 
bagian-bagiannya. 2 

Sedangkan menurut Ahmad al-Syafi’i kaidah adalah: 

CAAj*. l$io Jla.1 j £ jin Aj 1£1I LjlJaali 

Proposisi yang bersifat kulli ( universal ) yang membawahi banyak hukum 
juz’i atau proposisi umum yang di dalamnya tercakup keputusan bagi 
satuan'Satuan yang berjumlah banyak 3 

Adapun kata “al-fiqhiyah” berasal dari kata “al-fiqh” yang 
berarti “al-fahm” (mengerti), yang dirangkaikan dengan ya’ nis- 
bat , sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau meinbangsakan. 
Dari pengertian ini bisa dipastikan bahwa di dalam ilmu fiqh 
peranan penalaran (pemahaman) yang berarti juga peranan 
akal sangadah mutlak. 

Pengertian “fiqh” Menurut istilah adalah: 

W3U ifjA C-lk-uS-ftll ajUJI Ajt j*ill j* 

a j\j. ^,q\W j * \\ q*i . ... a\\ 
Yaiiu ilmu tentang hukum-hukum syari'at praktis yang diperoleh dari 

1 Imam Mushikin, Qau^'id aUFiqhfych. (Jakarta: Raja Grafindo Ifenada. 2031). 3. 

2 Tim Depag. RI, Ushul Fiqh, jilid II, (Jakarta: P3SPTU 1986). 180- 181. 

3 Ahmad Muhammad Al-Syaflt, Ushul Fiqh al-lsldmi, (T.tp. Iskandariah Muassasah Tsaqafah al- 
J3mi'iyah 1983.), 4- 


dalil'dalilnya yang terperinci atau kompilasi hukum syari'at praktis yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. 1 

Ahjurjani ahHanafi 2 memberikan pengertian fiqh de- 
ngan. 

<Ay^W l*3h1 3 * AjLxJI Ajc. j&\ 

j 

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah (praktis) 
yang Jiambil dari dalibdalilnya yang tafshili , dan diistinbathkan lewat 
Ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. 

Sedangkan Ibnu Khaldun 3 memberikan definisi “fiqh” 

dengan: 

wj » jib ( Jji&al l JIxj f\£^\ Aiill 

3 * oUlLa j j AAIjSJIj L-J.lVll j 

I jli 3° ^ jLill A u^i')La J A-LaJlj <. . \\"&W 

Ala l*J f \£*yi Ci?. >U 

I'engetahuan tentang hukum- hukum Allah yang berhubungan dengan 
u'ualaperbuatanMukallaf ( diistinbathkan ) darialQur'andanas-Sunnah 
•Ian dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara bila dikeluarkan 
hukum diukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalil, maka terjadilah apa 
yang dmamakan fiqh. 

Apabila dicermati ketiga pengertian fiqh di atas, maka 
innkna “fiqh” berkisar pada rumusan sebagai berikut: 

.i Fiqh merupakan pengetahuan tentang^ukum Allah, 


Annul Ahidin Ahmad, Ushul Fiqh, (|ak arta: Bulan Bintang. 1975.) .9. Liliat pula dalam Hashi Al- 
NhldJfcqy, Plantar Hukum Islam, jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang 1994 ), 24-28. 

Uikunpolch Hashi Al-Shiddicqy. Pengantat Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Binrang, 1975), 25. 

• /W, 27 
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b. Hukum yang dibahas mencakup hukum amali, 

c. Obyek hukum pada orang mukallaf, 

d. Sumber hukum berdasarkan ahQur’an dan al-Sunnah 
atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama 
tersebut, 

e. Dihasilkan dengan jalan iscinbath atau ijtihad sehingga kc- 
benarannya bersifat dhanni. 

Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, maka bebe- 
rapa ahli dalam disiplin ilmu ini memberi definisi “kaidah fiqhi - 
yah”, sebagai berikut: 

a. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa 1 . 

AjjjIwjJ S (J-a (j* 

Lg ^ 4-olc- 

Pokok'pokok/pnnsip-pnnsip fiqh yang bersifat kullt dalam bentuk 
teks-teks perundang- undangan (diktum) yang ringkas, yang men- 
cakup hukum-hukum yang disyari'atkan secara umum pada kejadi - 
an-kejadian yang termasuk di bawah naungannya. 

b. Menurut Hasbi Asy-Shidieqy 2 

^ ys» <hSn ^ <&\ jS 

l oiKiW I " I iKflll Ajt-Ja j ^ JUd-i l fl * 

J jJ ^ J 

Kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulltyah yang dipetik dari dalil - 
dalil kulli (yaitu ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjadi pokok 


1 Musthafa Ahmad al-Zarqa dalam Misbikin. Qaudid al-Fiqhryah, 6. 

2 Ash-Shiddicqy, RmgunKr .... 132. 
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kaidah- kaidah kulltyah yang dapat disesuaikan dengan banyak 
juz'iyah); dan dari maksud-maksud syara dalam meletakkan muka - 
llaf di bawah bebanan taklif; dan dari memahamkan rahasia-rahasia 
tasyri’ dan hikmah-hikmahnya. 

Apabila dipahami, pengertian “kaidah fiqhiyah ” menurut 
Musthafa Ahmad al-Zarqa tersebut lebih menekankan pada 
Imnluk dan isi. Sedangkan pengertian “kaidah fiqhiyah" menurut 
I lasbi Asy-Shidieqy lebih menekankan pada isi dan sumber peng- 
ambilan serta perumusannya. 

c. Imam Tajuddin al-Subki 1 

SjiiS CjL uj*. 4-ilc. 4^1' yti ' 

lg-la 

Suatu perkara yang kulli yang bersesuaian dengan juz’iyah yang 
banyak yang dari padary a diketahui hukum- hukum juz'iyah itu. 

d. Ahmad Muhammad al-Syafi’i 2 

4-alS^J £* jLiil Ll^aSlI 

(J^A jC- Vl j 

l\olx)sisi'propcsisi yang berkaitan dengan azas hukum yang di - 
bangun oleh syari } serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pen - 
syari'atannya. 

Berdasarkan pengertian kaidah fiqhiyah di atas, maka dapat 
dlHimpulkan bahwa makna ‘kaidah fiqhiyah ’ adalah: 
i». Bersifat kulli, 

I » I )iambil dari dasar yang kuUi (nash) , 

• Bcrbentuk teks perundang-undangan yang ringkas, 
d. Oicetuskan oleh ulama fiqh, 

IiImi Imam Tajuddin al-Subkf dalam Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-qi’idah Fiqh: (Qawa'idul 
htfhhdi), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 11. 

I AI-SyMlt, Ushul Fiqh, 5. 
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e. Sebagai sarana untuk memahami maksud syara’ dalam me- 
netapkan hukum dan rahasia-rahasia tasyri' dan hikmah- 
hikmahnya, 

f. Merupakan pedoman umum yang bersesuaian dengan 
juz’iyal i (kasus baru yang belum mendapat keputusan hu- 
kura) yang banyak jumlahnya, 

g. Dapat dipakai untuk mengetahui status hukum juz'iyah 
tersebut hingga benar-benar mencerminkan maslahah. 

Makna kaidah fiqhiyah di atas menunjukkan bahwa ruang 
lingkup pembahasan kaidah fiqhiyah adalah semua masalah yang 
berhubungan dengan fiqh, yaitu masalah-masalah fiqh yang be* 
lum mendapatkan kepastian hukum atau belum ada nasfi-nya. 
Di sini ia berfungsi sebagai kunci berfikir dalam pengembangan 
dan seleksi hukum fiqh yang belum mendapatkan kepastian hu* 
kum tersebut, hingga ia mencerminkan maslahah. 

2. Pengertian aLQawd’id alUshuliyah dan Ruang Ling- 
kupnya 

ALQawd’id ahUshuliyah merupakan rangkaian dari dua 
kata qawd’id dan Ushultyah. Kata qawd’id merupakan jama' dari 
kata qd’idah yang berarti “asas” menurut Hasbi aslvShiddieqy, 
dan “sesuatu yang biasanya atau ghalibnya begitu”, menurut 
ulama ushul fiqh. Sebagaimana ungkapan mereka: 

Hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar 
bagian'bagiannya. 1 

Pengertian qd’idah tersebut nampaknya yang paling tepat, 
sebab pada dasamya keberlakuan qd’idah bersifat sebagian besar 


bukan keseluruhan, hal ini berdasarkan argumen: 

. Qd’idah merupakan hasil ijtihdd ulama, yang masing-ma- 
sing ulama mempunyai qd’idah istinbdthiyah sendiri'sendiri 
sehingga hasil ijtihdd-nya berbeda juga. 
b Perumusan qd’idah berasal dari dalil, sedangkan dalil itu 
sendiri ada yang bersifat pasti ( qath’i ) dan ada yang ber^ 
sifat merupakan dugaan kuat (dhanni), dan masih terda- 
pat perselisihan dalam menentukan mana yang qath’i dan 
dhanni. 

» Setiap rumusan hukum fiqh sclalu ada pcngecualian ( exep - 
tion) , sehingga dalam kondisi pengecualian ini tidak meng' 
kaitkan dengan keberlakuan qd’idah. 1 

Sedangkan lafadh aUUshuliyah diambil dari kata “ashl” 
yung diberi ya' nisbat yang befungsi untuk menjeniskan, dalam 
ini etimologi memiliki makna “sesuatu yang dijadikan dasar 
m .is sesuatu yang lain” 

Dalam arti termonologi ashl mempunyai lima (5) penger^ 
Clan, yaitu : 

ii. Ashl berarti “kaidah yang bersifat menyeluruh”. Misalnya 
kebolehan memakan bangkai bagi yang terpaksa, itu men- 
yalahi kaidah kulliyah “kullu maytah haram”. 
h Ashl berarti “yang lebih kuat (rdjih)”. Misalnya ungkapan 
kalimat (ashl yang lebih kuat dari 

suutu ungkapan adalah makna yang sebenamya bukan makna 
simbolik) 

• Ashl berarti “hukum ashal” (mustashhab) . Misalnya ung- 
kapan kalimat <j\* U ^ (hukum ashl 

adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada ) . 


Mriiurut Muchlis Usman, keberiatuan qd'idah haik qA'ulah ui/uili>ali maupun fiqhiyah adalah bersitar 
fe lmtftiin bukan keseluruhan. Lihat dalam Muchlls Usnnn, Kaidah -Kaidah Uihitnah dan Fqhiyah. 
IV.tmwrn fiuar dalam Isiinbaih Hukum /slam, (Jakarta: Raja Gralindo frrsada, 2002), 4. 


I 
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d. AsW berarti “maqis ‘alayh” (dalam bab qiyds). Misalnya 
keberlakuan hukum riba bagi beras dan gandum. Beras 
merupakan moqis (yang diserupakan) yang dikatakan far', 
sedangkan gandum adalah macjis ‘alayl i-nya yang dikatakan 
sebagai ashl. 

e. Ashl berarti “dalil”. Misalnya ungkapan “ashl masalah ini 
adalah al-Qur’an dan al-Sunnah" yakni dalilnya 1 . 

Dengan demikian, pengertian “kaidah ushuliyah ” adalah 
suatu hukum kulli yang dapat dijadikan standar hukum bagi juzi 
yang diambil dari dasar kulli yakni al-Qur’an dan al-Sunnah 2 * 4 , 
yang berarti bisa dikatakan hahwa kaidah ushuliyah merupakan 
kaidah istinbathiyah ataupun kaidah lughawiyah. Pengertian kai- 
dah ushuliyah lainnya adalah : 

LLuiutf ^ fjiL UAM 

Kaidah-kaidah yang menjelaskan prosedur yang wajib dilalui oleh seorang 
ahli fiqh dalam menyimpulkan hukum syar'i dari dalil- dalilnya yang 
terperinci *. 

Kalau kita melihat dari pengertian di atas, maka penggu- 
naan kaidah-kaidah ushdliyah adalah untuk memperoleh dalil 
hukum dan hasil hukumnya. Bisa juga dikatakan ruang lingkup 
pembahasan dari kaidah ushuliyah adalah penetapan semua ma- 
salah hukum misalnya penetapan hukum amr, nahy, 'dm, khas , 
muthlaq , muqayyad, mujmal , mufashshal dan segala kaidah yang 
berkaitan dengan kebahasaan yang dipetik dari kaidah ‘Am- 
biyah, uslub-uslub dan tarkib-tarkib-nya*. 


1 Ahiul Hamid Hakim, al- Baydn, (Jakurnr Sa’adiyaK Putra, 1983). 1. 

2 Al-SyifiT, Ushul Fiqh, 4*5. 

} Abdul Wahhah Khallaf. Him Ushul Fiqh, (Kuwait: D4r al-Kuwaytiyah, 19t8). 12. 

4 Ash-Shiddieqy, Peneaniar, 40. 
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h Perbedaan al-Qaua’id al-Fiqhiyah dengan al-Qawd’id 
al-Ushuliyah 

Walaupun dalam aplikasinya antara al-qawd'id al-fiqhiyah 
dengan al-qawd’id al-ushuliyah selalu berkaitan, tetapi kedua 
kaidah ini sangat berbeda. Al-qawd'id al-fiqluyah merupakan 
kuidah yang membahas semua masalah yang berkaitan dengan 
llqh, yaitu masalah-masalah fiqh yangbelum mendapatkan ke- 
p;istian hukum atau belum ada nash-nya, sedangkan al-qawd’id 
nl ushuliyah merupakan kaidah yang ruang lingkup pembahas- 
»nnya tentang penetapan hukum amr ; nahy, ‘ dm , khds, muthlaq, 
muqayyad, mujmal, mufashshal dan segala kaidah yang berkaitan 
dengan kebahasaan. 

Secara rinci perbedaan tersebut bisa dideskripsikan dari 
her hagai aspek/segi yaitu: 

*» Apabila dilihat dari segi kelahirannya, maka al-qawd’id al- 
ushuliyah dilahirkan sebelum fiqh, sedangkan al-qawd'id al- 
fiqhiyah sesudah fiqh. 

h Al-qawd’id al-ushuliyah dicetuskan oleh ushuli atau ahli 
ushul fiqh (yang umumnya juga sebagai faqih ) , sedangkan 
al-qawd'id al-fiqhiyah dibuat oleh faefih (yang umumnya 
juga sebagai ushuli). 

i Sasaran al-qawd'id al-ushuliyah adalah memahami ungkap- 
an nosh (al-Qur’an dan abHadits), sedangkan al-qawd’id 
iil-fiqhryah untuk memahami kasus-kasus hukum baru. 

1 1 Apabila dilihat dari bahan pembuatannya, maka al-qawd’id 

al ushuliyah dibuat dari filsafat bahasa dan kelaziman pe- 
makaian bahasa, sedangkan al-qawd’id al-fiqluyah dibuat 
dari fiqh (sebagai bahan utamanya) 

*’ Apabila dilihat dari fiingsinya, maka al-qawd’id al-ushuliyah 

berfungsi sebagai istinbath sedangkan al-qawd’id al-fiqhiyah 
adalah menyelesaikan kasus-kasus hukum yang baru. 

I Sedangkan apabila dilihat dari segi daya cakupnya, maka 
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alqawd’id al ushuliyah adalah seluruh satuan sedangkan 
al-qawd’id alfiqhiyah sebagian besar satuan (aghlabiyah ) , 
oleh karena itu al-qawd’id al-fiqhiyah terdapat mustatsmyat 
(pengecualian) . 

g. Wewenang/kompetensi al-qawd’id alushuliyah adalah kasus 
yang ada nash-nya sedangkan al-qawd’id al-fiqhiyah adalah 
kasus yang belum disikapi oleh nash. 

h. A l-qawd’id al- ushuliyah ini mempunyai kekuatan yang man- 
diri atau dominan atas kaidah-kaidah yang lain, sedangkan 
al-qawd’id al-fiqhiyah tidak mandiri dan apabila bertentan- 
gan dengan al-qawd’id al- ushuliyah maka dimenangkan al- 
qawd’id al ushuliyah-nya. 

i. Apabila dilihat dari segi tanggung jawabnya, maka al- 
qawd’id al ushdliyah bertanggung jawab atas perumusan 
hukum tahap awal sedangkan alqawd’id al-fiqhiyah ber- 
tanggung jawab atas perumusan akhir sampai benar-benar 
mencerminkan maslahai. 

j. Apabila dilihat dari segi jenis kebenarannya, maka al- 
qawd’id al-ushuliyah lebih bersifat yuridis formal sedangkan 
al-qawd’id alfiqhiyah lebih bersifat materiil. 

B. Hubungan cd-Qawd’id al-Fiqhxydh dengan al-Qaw&’id 
al - Ushuliyah , Fiqh dan Ushul Fiqh. 

Dalam aplikasinya, al-qawd’id alfiqhiyah tidak bisa terlepas 
dari al-qawd’id al ushuliyah , fiqh dan ushul fiqh, semuanya sab 
ing berkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya di bawah ini 
bisa dilihat hubungan masing-masing ilmu tersebut. 

1. Hubungan alQawa’id al-Fiqhiyah dengan alQawd'id 
al-Ushuliyah 

Jika al-qawd’id al-ushuliyah dicetuskan oleh ulama’ ushul , 
maka al-qawd’id al-fiqhiyah dicetuskan oleh ulama fiqh, namun 
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aplikasi dari kedua kaidah tersebut selalu berkaitan. Mengingat 
alqau/d'id al-ushuliyah memuat pedoman dalam penggalian hu- 
kum Islam dari sumber aslinya, sedangkan al-qawd’id alfiqhiyah 
merupakan juklak atau petunjuk operasional dari kaidah ush- 
dliyah tersebut. Dan keduanya merupakan patokan dalam 
mcng-istinbath-kan hukum Islam. Untuk itu keduanya harus 
digabungkan agar memperoleh hasil yang maksimal. 

Menurut Amran Khan Nyazee, “al-qawd'id alushuliyah 
governs the interpretation and alqawaid alfiqhiyah governs the 
law". Maksudnya bahwa alqawd’id alushuliyah bertugas menaf- 
sirkan sumber-sumber tekstual (abQur’an dan abHadits), dan 
alqawd’id al-fiqhiyah bertanggung jawab atas perumusan akhir 
dari aturan hingga ia benar-benar mencerminkan maslahah. Di 
dalam aplikasinya al-qawd’id al-fiqhiyah juga tidak boleh berten- 
tangan dengan al-qawd’id al-ushuliyah dan tidak bisa mandiri, 
jadi masih harus mempertimbangkan keberadaan al-qawd’id al- 
ushdliyah. 

2. Hubungan al-Qawd’id al-Fiqhiyah dengan Fiqh 

Di dalam sejarah perumusan alqawd’id alfiqhiyah, sum- 
ber pokok yang dijadikan bahan perumusannya adalah fiqh. Ini 
berarti alqawd’id alfiqhiyah mempunyai hubungan yang sangat 
erat dengan fiqh. Al-qawd’id al-fiqhiyah merupakan kunci berfb 
kir di dalam pengembangan fiqh 1 . Dengan bantuan al-qawd’id 
alfiqhiyah semua permasalahan hukum (fiqh) baru yang ada 
dalam masyarakat akan semakin jelas dan dengan mudah akan 
ilapat dipecahkan. 

Menurut AbQarafi, tl al-qawd’id al-Fiqhiyah ini sangat pern 
ting di dalam fiqih dan besar manfaatnya. Dan dengan mengua- 
sjii alqawd’id al-fiqhiyah menjadi besar dan mulia kedudukan 


I MusNkin, Qaurfid, 13. 
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seorang faqih. Barang siapa mengambil hukunvhukkum furu' 
(bcrdasarkan persesuaiannya) dengan juz’iyah ranpa menggu- 
nakan alqaw&’id abkulliyah , maka hasilnya akan bertentangan 
dan berbeda-beda di antara furu ’ itu, di samping akan goncang 
perhatiannya dan selalu kabur serta merasa sempit dan putus 
asa. Dan menghafal masalah juz’vyah yang tidak cerbatas itu 
dia perlu menghabiskan umurnya, sedang yang digarap tidak 
akan tercapai. Adapun orang yang dapat mengikat fiqh dengan 
qd’idah-qaidahnya, maka ia tidak perlu menghafal juz'ryah yang 
banyak jumlahnya, karena masalalvmasalah juziyoh itu sudah 
masuk dalam qaidah-qa’idah kulliyah ”. 1 

Pendapat al-Qarafi di atas menunjukkan bahwa aUqawa'id 
al'fiqhiyah sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama 
fiqh dalam rangka mendinamiskan dan mengefektifkan ilmu 
fiqh ke arah pemecahan problema hukum yang ada di dalam 
masyarakat. Tanpa berpegang kepada al-qaivd’id al'fiqhiyah, se- 
orang faqih tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, 
abqawa’id al-fiqhiyah tidak bisa diabaikan oleh ulama’ fiqh, 
bahkan wajib dipclajarinya. 

3. Hubungan al'Qawd’id al-Fiqhiyah dengan Ushul Fiqh 

Ushul fiqh merupakan seperangkat kaidah (metode ber- 
fikir) guna mendukung cara atau upaya yang ditempuh dalam 
proses penetapan hukum dari sumber atau dalil-dalilnya secara 
terperinci . 2 Ilmu ushul fiqh juga dikatakan sebagai metodologi 
hukum Islam (minhaj istinbdth al-ahkdm ), yakni metode yang 
memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syari’at dapat 
dirumuskan dalam pedoman bertingkah laku dan bagaimana 
jalan pikiran menuju proses pembentukan hukum itu. 


1 Dikutip oleh Rahman, Qa'idah-qaidah Fiqh 19. 

2 Mushkin, Qawdid, 9. 


Dengan demikian, ushul fiqh menghasilkan aturan-aturan 
fiqh tentang perbuatan mukallaf (subyek yang dibebani hukum) 
dalam setiap cabang hukum, kemudian aturan yang beragam 
itu disatukan menjadi sebuah kerangka konseptual yang dis- 
ebut dengan “kaidah fiqh”. 

C. Tujuan, Manfaat dan Fungsi aLQawd’id al'Fiqhiyah 

1 . Tujuan mempelajari alQawa’id al-Fiqhiyah 

ALqawd'id al-fiqhiyah mempunyai peranan yang sangat pen- 
ling dan besar dalam bidang tasyn\ sehingga para ulama ahli 
hukum (fiqh) dari berbagai madzhab benar-benar mencurahkan 
perhatian kepadanya. Kaidah-kaidah fiqh itu mereka perlukan 
dalam melakukan istinbath hukum, karena kaidah-kaidah fiqh 
tersebut merupakan instrumen (alat) di dalam proses dan pros- 
edur penetapan hukum. 

Kaidah-kaidah fiqhiyah ini perlu dipelajari guna mengeta- 
hui prinsip-prinsip umum dalam melakukan istinbdth hukum 
atas masalalvmasalah baru yang belum ditunjuk oleh nosh syar'i 
(al-Qur an, Sunnah/Hadits) secara shahih dan sangat memerlu- 
kan ketetapan hukum. 1 

Terkait dengan hal ini, Abdul Muriim Shaleh 2 menyimpul- 
kan bahwa tujuan mempelajari al-qawd'id abfiqhiyah adalah: 

a. Memahami hakikat fiqh dengan cara mendalami hikmah 
dan ‘ illah ( raison d’etre) hukum. 

b. Setelah memahami hikmah dan 'illah, orang diharapkan 
memperoleh ketrampilan untuk melakukan ilhaq. Ketram- 
pilan ini berguna untuk menghadapi kasus-kasus hukum 
baru yang belum mendapatkan jalan keluar. Ilhaq ini juga 


1 Musbtkin. Qawdid, 20. 

2 IVngaar al-qawd’id al- fiqhiyah di STAIN Fbnorogo. 
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diperlukan dalam rangka meninjau ulang tcrhadap keten- 
tuan-ketentuan fiqh yang telah ada, karena mungkin be- 
berapa di antaranya perlu diperiksa lagi berkenaan dengan 
perkembangan zaman yang seringkali merubah orientasi 
tentang maslahah. 

c. Setelah orang mempunyai kemampuan ilhaq, ia akan te- 
rasah tingkat kepekaannya dalam menghadapi kasus-kasus 
hukum baru yang perlu penyelesaian. 

2. Manfaat mempelajari al-Qawd’id al-Fiqhiyah 
Adapun faedah yang nyata bagi kita mempelajari kaidah- 

kaidah fiqhiyah tersebut adalah: 

a. Agar seseorang terlatih dan terasah ketrampilannya dalam 
penalaran fiqh, 

b. Agar seseorang memahami hakikat fiqh, 

c. Agar seseorang dapat dengan cepat mengenali dalil-dalil 
atau indikasi-indikasi yang menunjukkan pemecahan ter- 
hadap kasus-kasus fiqh. 

d. Memahami rahasia (Hint; hikmah) di balik ketentuan fiqh 
yang bisa mcmbawa seseorang mendapat ketrampilan 
melakukan ilhaq , mengembangkan ketentuan fiqh pada ka- 
sus-kasus baru yang belum mendapat ketentuan hukum, 

e. Mendapat kemudahan di dalam menguasai cabang-cabang 
fiqh yang tersebar luas dengan cara menguasai kaidah-kai- 
dahnya. 

3. Fungsi al-Qaivd’id al-Fiqhiyah 

a. Sebagai prinsip dan tujuan hukum yang memberikan pe- 
san yang kuat akan mashlahah kepada para pemikir hukum 
dalam melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber 
tekstual. Dengan kata lain, kaidah-kaidah fiqh ini mem- 

it 
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berikan wawasan mashlahah dalam kegiatan ijtihdd. 

b. Sebagai “semacam” sumber hukum untuk menangani ka- 
sus-kasus yang belum disikapi atau belum diatur dalam 
sumber- sumber tekstual. 

c. Sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail 
fiqh (kristalisasi fiqh) untuk memudahkan penguasaan 
untuk maksud-maksud koordinatif. Secara umum, kai- 
dah-kaidah fiqh membawa pesan moralitas hukum bahwa 
hukum mestilah bermuatan mashlahah , sehingga fiqh yang 
dihasilkan seharusnya mempunyai kebenaraan materiil 
di samping kebenaran formal. Dengan demikian, prinsip- 
prinsip perundang-undangan yang mengandung nilai-nilai 
universal dapat ditegakkan sebaik mungkin . 

D. Dasar-dasar Pengambilan al-Qawd’id al-Fiqhiyah 

Dasar-dasar atau sumber-sember pengambilan ahqawd’id 
ah fiqhiyah ada dua macam yaitu dasar formil dan materiil 1 . Per - 
lama, dasar formil adalah dasar yang dijadikan ulama di dalam 
merumuskan ahqawd'id al-fiqhiyah, yaitu nash (al-Qur’an dan 
iil-Hadits). 

Misalnya kaidah yang berbunyi: 

Kesukaran mendaiangkan kemudahan. 2 

Kaidah ini merupakan hasil perumusan ulama tentang 
rukhsah (dispensasi) yang diperbolehkan bagi manusia sesuai 
dengan tingkatan kesulitannya. Kaidah ini dirumuskan juga 
dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia, karena 
pada dasarnya syari’ah itu diciptakan bukan untuk kepentin- 


2 


Mushtkin, Qaud'id. 23 

Aih-Shiddieqy, Rmpmtar Hukum , 436-437. 
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gan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. 
Sedangkan dasar pengambilan kaidah ini adalah aUQur’an dan 
al-Hadits, yaitu: 

JU jj V j ^ ^ Ji 

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki 
kesulitan bagi kalian. (QS. aUBaqarah: 1 85) 

^ La j 

Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan. (QS. 
al'Hajj:78) 

(<$ jlaull »l jj) & Jl Ui^\ oi^ 

Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang 
benar dan mudah. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah) 

( 0 Ajc. (jA & »l jj) 4 jft/i-fc ilj Cxoj 

Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah. (HR 
Ahmad dari Ibn Abbas) 

Kedua, dasar materiil, maksudnya bahwa redaksi al 
qawd’id al-fiqluyah ini dirumuskan bukan hanya semata-mata 
hasil pemikiran ulama saja, tetapi terkadang juga dari nash (al- 
Qur’an dan al-Hadits) seperti kaidah: 

Kemadlaratan harus dihilangkan. 

Kaidah ini berasal dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 
Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha’, dari ‘Amr bin Ya- 
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hyn dari ayahnya, hadits ini walaupun tergolong hadits yang 
mursal , tetapi hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqy 
dan ahDaruquthny dari Abu Sa’id al-Khudry. Lafadz ini juga 
ili-tflWirij'kan oleh Ibn Majah dari Ibn Abbas dan ‘Ubadah bin 
Al-Shamid. 1 

I . Sebab'Sebab Pembukuan al-Qawa’id al~Fiqhiyah 

Wilayah kajian fiqh sangat luas mencakup segala segi ting- 
kali laku/perbuatan manusia, yang terdiri atas berbagai hukum 
/mu’, oleh karena itu diperlukan kristalisasi berupa kaidah-kai- 
dull kulli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalalvmasalah 
/mu’ menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu 
mrrupakan kumpulan dari masalalvmasalah yang serupa. 

Banyak fuqaha yang berkata terkait dengan al-qaiva’id aU 
(iqhlyah ini: 

Jfrl jill yftl j j ^ VI <> 

lua itAJl dll jJb IAjR JS 

I hitting siapa memelihara ushul, maka ia akan sampai kepada maksud, 
dun barang siapa memelihara qawd’id selayaknya ia mencapai tujuan 

hukum. 2 

Dalam kitab al-FardidabBahiyyah disebutkan: 

4jI jil\ 'Ja&l (jA Jg-1 jaIL a\) 

S« nmgguhnya cabang-cabang masalah fiqh itu hanya dapat dikuasai 
ilfngan kaidah fiqhxydh, maka menghafalkan kaidah itu besar fungsinya. 3 

Selanjutnya Imam Muhammad Izzuddin ibn Abd al-Salam 
mrnyimpulkan bahwa Abqaw&'id al-fiqhiyah merupakan ja- 

Mmhikin, Qaurf'itl, h. 25 
I A. Kuhnian, Qa'idah-qa'uiah Fiqh, h. 17 

I IM 
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lan untuk mendapatkan suatu ketnaslahatan dan menolak ke- 
rusakan', serta sangat besar manfaatnya di dalam memberi pe- 
tunjuk kepada hukum-hukum furu bila kita memerlukan hujjah 
dan dalil serta meng-istinbtfth-kan hikmah. Karena itu para fu- 
qaha dari berbagai golongan mazhab memperhatikan kaidah- 

kaidah itu. 

Sedangkan sebab utama dari pembukuan a l-qawd'id al- 
fiqhtyah adalah karena para fuqaha dari berbagai golongan 
madzhab telah mengembalikan segala masalah fiqh kepada kai- 
dah -kaidah fiqhiydh (kulliyah). Kaidah-kaidah itu diterima oleh 
semua pihak, di-i’tibar-kan dan dijadikan sebagai dalil untuk 
menetapkan hukum suatu masalah. Oleh karena itu, memeli- 
hara dan membukukan afqawd’id affiqhiyah sangat urgen di- 
lakukand 

F. Sejarah Pembentukan dan Pembukuan al-Qau>a'id al- 

Fiqhiyah 

1. Periode Pembentukan 

A l-qawa’id al-fiqhtyah disusun berangsur-angsur oleh 
tokoh-tokoh hukum dari berbagai madzhab yang mempunyai 
kemampuan takhrij dan larjih dengan meng-isanlwth-kan dari 
nash-nash syari’ah yang bersifat kulli, dasar-dasar ushul fiqh, 
illat-illat hukum dan ketetapan buah pikiran mereka.’ Pada 
umumnya para ulama’ sekarang kesulitan untuk menentukan 
kapan dan siapakah yang pertama menuliskan kaidah-kaidah 
yang ada sekarang ini. Namun kemungkinan besar sejak abad 
kedua Hijriah telah ada. Hal itu terbukti dengan ditemukannya 
salah satu kaidah yang berasal dari kitab “al-Kharrdj" susunan 


1 Ibid, 17-19 

2 Ibid, 26. 

3 Ash-Shiddieqy. Ptnganur Hukum, 435- 
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Abu Yusuf (1 13-182H) yang berbunyi : 

CuU (jjauV) Aj QA liui £ o' (JaA 

lulak ada wewenang bagi Imam untuk mengambil sesuatu dari seseorang 
kecuali dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. 1 

Namun apakah Abu Yusuf adalah ulama’ yang pertama 
yang mencetuskan kaidah fiqhiydh, juga masih belum jelas. 
Sebab apabila materi kaidah tersebut ditetapkan sebagai dasar 
awal penyusunan, maka bagaimanakah dengan hadits Nabi di 
hawah ini, yang juga merupakan kaidah fiqhiyah, yaitu: 

(Aa u <jji «) jj ) 

hdak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh mema - 
(lliaratlcan orang lain. 

Menurut keterangan Asmuni A. Rahman 2 , kaidah yang 
ditulis oleh Imam Abu Yusuf di atas, semula merupakan saran 
yang diberikan kepada Raja Harun al-Rasyid. Sedangkan salah 
M-orang ulama Hanafiah, yaitu Ibn Nujaym berpendapat bahwa 
ulama-ulama Hanafiah yang lebih dulu berusaha dalam bidang 
ini. Ia mengatakan: 

( dii I ^ j j AoilaJl f LaIp ±i jj) Uj \^ ui \ jl 

fA j £Lj! qAj!) j (jLilllifc 

Aiu* Jc. Jbc. Alift 

Scsungguhnyasahabat-sahabat kami (maksudnya ulama-ulama Hanafiah ) 
mempunyai keistimewaan, yaitu mendahului orang lain dalam urusan mi. 


I 

J 


Rahman, Qaidah-Qaidah, h. II. 

Lliat Rahman, Qaidah-Qa'idah Fiqh, 12., dan U»man, Kaidah- kaidah Ushuliyah. 99-100., lihat pub 
pula Muabikin, Quud’id, 27-28. 
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Dan orang'orang lain menjadi pengikut mereka dan mereka semua dalam 
masalah fiqh menjadi pengikut bagi Abu Hanifah . 1 

2. Periode Pertumbuhan AUqawa'id AUfiqhiyah dan Per- 
kembangan Kitab-kitab yang Membahasnya. 
Kaidah-kaidah fiqh ada yang diambil dari redaksi surat 
Khalifah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Qavs yang 
cerkenal dengan gelar Abu Musa al-Asy’ari pada tahun 1 2 H, 
sewaktu yang bersangkutan diangkat menjadi walikota Basrah. 
Surat tersebut berbunyi : 

U J&j, J JH.SN 

Pelajarilah segala soal-soal ;>ang serupa dan bersammn , dan qiydskanlah 
segala urusan kepada habhal yang sebanding. 2 

Dengan diilhami dari surat di atas, para ulama meletakkan 
alqawd’id al'fiqhiyah di bawah pokok persoalan satu, yang mere- 
ka namakan dengan “al-asybah wa al-nadhair”. Yang maksud- 
nya dengan menggunakan analogi atau qiyds dapat diterangkan 
hukum tentang masalah-masalah yang sejenis . 

Menurut Ibnu Nujaym (wafat th 970H.), penyusun per- 
tama kaidah fiqhiyah adalah Abu Ihahir al-Dabbas, seorang 
pemikir ahli ray di Irak. Beliau seorang Ulama yang hidup pada 
abad III dan IV Hijriah. Dia mengumpulkan kaidah terpenting 
dari Abu Hanifah sebanyak 17 buah kaidah. Abu Thahir selalu 
membaca kaidah itu, bahkan seorang ulama SyafVtyah pernah 
datang kepadanya dan menukil beberapa kaidah induk yang 
terdiri dari lima kaidah fiqhiyah (kuUiyali). Kaidah-kaidah terse- 
but adalah : 

1 II, n Nujairn adalah seorang ulama’ Hanafiah yang nx-nyclaraskm kaidah -kaidah yang diamhl stau 
dmukil dari kiiah d-Asybti> waal-Nadh&j karya ln>atn SuyOrh! dengan madzah Hanafi, lihac dalam 
Mushikln. i bid. 28. 

2 Ash-Sliidditqy. Pengmiar Hukum, 9S. 

3 Tim Dcpag. RI-. Ushul Fiqh I Jai II.. (Jakarta: P3SPTU, 1986.), 187. 
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Cigala urusan adalah menurut maksud si pelakunya 

h emadlaratan harus dihilangkan 

Ail, u kebiasaan itu bisa menjadi hukum. 

iiLodlj Jl jjV Qii A\ 

knakinan lidak dapat hilang lantaran timbul keraguan. 

'"A \ A o - *1, a 

knukaran mendatangkan kemudahan. 1 

Kaidah'kaidah yang berjumlah 1 7 buah itu kemudian dita- 
mhah menjadi 37 kaidah oleh Imam Abu al-Hasan Abdullah bin 

• II lasan (260-340 H) yang terkenal dengan sebutan al-Karkhi. 
I nnudian kitab itu dikomentari dan diberi contoh-contoh oleh 
Imam Najmuddin Abu Hafs Umar al-Nafasi (537 H). Setelah 
i m tampillah Imam Abdullah bin Umar bin Isa al-Qadhi yang 
diberi gelar Abu Zayd al-Dabusi (430 H) yang menyusun kitab 
hYs is al-Nadhar yang berisikan kaidah-kaidah kulliyah disertai 

• lengan hukum perinciannya. 

Adapun kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tersebut 
udulah : 

• Kalangan ulama’ Hanafiah. 

1. Abu Tahir al-Dabbas, seorang faqih abad ketiga dan 
keempat Hijriyah. Ia berhasil mengumpulkan 17 kai- 
dah, kemudian diteruskan oleh Imam Abu al-Hasan 

Adi-Shiddicqy. Pertganiat Hukum , 436-437- 
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al-Karakhi, yang mencantumkan 17 kaidah itu lalu 
menycmpumakannya merijadi 37 huah 

2. Imam Abu Zayd Abdullah Ibn Umaruddin al-Dabust 
al-Hanafi (abad V H), dengan kitab Tests al-Nadhar. 
Kitab itu tidak Kanya memuat kaidah-kaidah fu/kiyah 
tetapi juga perinciannya . 2 

3. Kitab al-Asybdh wa al-Nadhdir karangan dan Zayn 
al-Abidtn bin Ibrahim al-Misri atau lebih terkenal de- 
ngan sebutan Ibn Nujaym (926-970 H), berisikan 25 
buah kaidah yang dibagi menjadi 2 bagian. Ragian per- 
tama berupa kaidah-kaidah asdsryah yang bcrjumlah 6 
buah . 3 Lima buah sama dengan lima kaidah asdstyah 
dalam mazhab Syafi’iyah, dan yang satu lagi yang ber- 
beda adalah kaidah 

Tidak ada pahala , kecuali dengan niai. 

Sedangkan bagian kedua dari kaidah tersebut terdiri 
dan 19 buah kaidah, yang terperinci menjadi beber- 
apa maudlu yang berbeda-beda, yang diberi keteran- 
gan secara mendetail dalam bcntuk hukum furu yang 
praktis. Kitab ini telah disyarah oleh Ahmad ibn Mu- 
hammad al-Hamawi dari fuqaha abad XI Hijriah yang 
dinamai dengan Ghamz ‘Uyun aFBashdir. 

4 . Abu Sa’id al-Khadimi pada abad keduabelas den- 
gan kitabnya M ajma! al-l laqdiq, kitab ini mempunyai 
keistimewaan yaitu mengurutkan kaidah sesuai den- 
gan abdjadnya, mcncapai 154 kaidah. Sebenarmya 
beliau memodifikasi dari kitabnya Ibn Nujaym. Ke 
mudian kitab tersebut diberi syarah oleh Musthafa 


1 A. Rahman. Qa'ideh. 12 

2 bid. 

3 Uhai dalam Mushkin, Qtvdid, 32-33. 
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Muhammad dalam kitabnya yang bernama M andfi'al- 
Daqaiq. 1 

5. Setelah itu kaidah-kaidah dari Abu Sa’id al-Khadimi 
disarikan dalam majalah aFAhkdm alAdlndh dengan 
ditambah beberapa kaidah dan semuanya berjumlah 
99 kaidah, oleh Mahmud Hamzah (seorang Mufti 
Damaskus yang hidup pada masa Sultan Abul Hamid) 
disusun dalam sebuah kitab yang bernama al-Fardid 
al-Bahiyah Fi al-Qawd’id Wa aFFawd'id aUFiqhiyah. Di 
samping itu beliau juga menyebutkan kaidah-kaidah 
hukum asdsi yang dinamakan al-Fardid , yang kemudi- 
an pembahasannya diperluas dan diterbitkan di Dam- 
askus pada tahun 1298 H. 

6 . Kcmudian pada masa Turki Utsmani, dibuat rencana 
undang-undang yang kemudian menjadi kitab fiqh 
yang bernama M ajcdlat aUAhkdm al-Adhyah, pada 
pasal 2 sarnpai 100 berisi kaidah fiqhiyah, yang diambil 
dari kaidah-kaidah yang ditulis oleh Ibn Nujaym dan 
al-Khadimi. Kaidah-kaidah itu oleh Musthafa Ahmad 
Zarqa ditulis dan diberi komentar dengan tambahan 
dalam kitabnya aUFiqh al'Isldnu fi Tsaubih aljadhl 
pada tahun 1361 Hijriah 2 . 

h Kalangan Ulama’ Malikiyah: 

1. Imam Juzaym, menyusun kitab yang herjudul al - 
Qawa’id. 

2. Svihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris al- 
Qarafi (684 H) dengan kitabnya A mvdr al-Buruq fi 
Anwar d-Furuq atau Amudr wa al-Qaua’id al'Saniyah 
fi d'Asrdr d-Fiqluyuh. Beliau adalah murid dari al-‘Izz 
Ibn Abdi Salam yang wafat pada tahun 863 H. Kitab 


I A. IWimaii. QuUkJi, 13. 

I Uh* MisMrin. Qawttd 34-35. 
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icu berisi 548 kaidah, yang tiap-tiap kaidah diberi con- 
toh-contoh furu' yang mundsabah, sehingga nampak 
perbedaan antara satu kaidah dcngan kaidah lainnya. 
Itulah sebabnya kitab ini terkenal dengan al-Furuq 
yang berarti pembeda. Ulama ini berasal dari kalan- 
gan madzhab Malikiyah. 

c. Kalangan Ulama’ Sylfi’tyah: 

1 . Imam Muhammad ‘Izz al-DTn Ibn Abd al-Salam (abad 
- 7 H), menyusun kitab kaidah yang berjudul Qawd’id 

al'Ahkdm fi M ashdlih al-Andm dengan tema pokoknya 
adalah “Menarik manfaat dan menolak kerusakan”. 

2. Imam Tajuddin al-Subkt (w. 771 H.), seorang faqih 
yang hidup pada abad kedua 8 H, menyusun kitab 
dengan judul d-Ashbdh Wa aFNadhair yang kemudian 
kitab itu disempurnakan oleh Imam Jalal ah Din Abd 
ahRahman Abi Bakr ahSuyuthi (849-91 1H) dengan 
judul yang sama. 1 

d. Kalangan Ulama’ Hanbaliyah: 

1 . Najmuddin al-Tufi, seorang faqih yang wafat pada ta- 
hun 717 H, yang menyusun kitab berjudul aFQawd'iA 
aUKubrd dan al-Qawd'id ah Sughrd. 

2. Imam Abd ahRahman bin Rajab (w. 785 H.) , menyu- 
sun sebuah kitab yang berjudul aFQawd'id. 2 


1 

2 


Lihat iabm Musbil<in. Jwd. 51. dan Usman. Kaukh- kodak Ushuliyah, 102- 
Muhlish Usman, ibid. 102-103. 


BAB III 

PANCA KAIDAH ASASIAH 
BESERTA 

CABAN G-C AB ANGNYA 


K nidah fiqhiyah biasa dibagi menjadi kaidah-kaidah asdsiah 
Jan ghairu asdsiah. Kaidah-kaidah asdsiah adalah kaidah 
yang disepakati yang jumlahnya ada lima atau enam. Kaidah 
yang lima (panca kaidah) tersebut adalah: 1) setiap perkara ter- 
guniung tujuannya, 2) keyakinan itu tidak dapat dihilangkan 
dengan keragmraguan, 3) kesulitan itu dapat menarik kemuda- 
li.m, 4) kemadharatan itu hams dihilangkan, dan 5) adat kebi- 
ir..iiin itu dapat ditetapkan menjadi hukum. 

Scdangkan satu kaidah lagi yang disepakati oleh sebagi- 
•n fuqaha adalah kaidah “tiada pahala kecuali dengan niat”. 
K ii idah- kaidah asasiah tersebut kemudian diringkas oleh Imam 
Muhammad Izzuddin bin Abdis Salam dengan “menolak keru- 
H.ikan dan menarik kemaslahatan”. 1 

Kaidah ghairu asasiah adalah kaidah di luar kaidah yang 
Imu (cnam menurut sebagian fuqaha), tetapi keabsahannya 
niiisih tetap diakui. Kaidah ini ada yang menyatakan berjumlah 
!9\ ada juga yang menyatakan 40 kaidah yang disepakati dan 
20 kaidah yang diperselisihkan. 

Di samping sistematika kaidah di atas, sebagian fuqaha 

Mm Ml* Uunan, Kaukih-Kadah Ushulryah Dan Fiqhnah, Petfanan Dasar Dalam Isimbaih Hukum 
Ui*n, (Jakariu: Raja Grafindo Ffcrsada, 2002). 105. 

1 1 Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bin tang, 1976), 439. 
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juga ada yang mempunyai sisrematika pembahasan yang her- 
beda tentang kaidah tersebut, y.iitu ststematika pembahasan 
kaidah yang berdasarkan abjad, dan ada juga yang berdasarkan 
aistenvatika ftqh, mlsalnya berdasarkan bab ibadah, bab mua- 
malah, dan Iain-lain. Untuk mempermudah mcmpelajari kaidah 
flqhiyah ini, maka sisrematika pembahasan buku ini mengikuti 
sisrematika yang telah lazim, yaitu dimulai dcngan panca kai- 
dah asasiah, dllanjutkan dcngan pembahasan 40 kaidah yang 
disepakati dan 20 kaidah yang masih diperselisihkan. 

A. Kaidah Pertama 

U i-a j 

Sciia/j perkara urgantung pada tujuannya . 1 

1. Dasar-dasar Pengambilan 


IfU Cji i >Yl J JS 6 *J * 4 -“ ^ V'ji *Ji <>J 

(M# : 

H«r«ngsui|w yang menghendaki paluiL i dunia niscaya kami berikan 
kepadanya /w/iala di dunia itu. dan barongsiapa yang menghcmlaki 
liahala aWiirat maim niscaya kumi berikan pula paiuia aWiirat iiu. 

( #: oj#ll) alii* <>dl <U siill>ifa*N' 'j>>' '-J 

Pada/uil mcreka tidak disuruh kecuali supaya mcnycmPa/i Alla/i 
dcngan memumikan kcia'aian kc/wda-Nya dalam (mcnjalankan) 
cigumd dcngan lurus. 

(r: j-jJ') <>di 


1,181 nl-DIu AW ,1-fttihmfln iWMlht, al-AiyM, D». Ihy». 6. 
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Maka semhahlah Allah dengan memumikan keta'atan kepada - 

Nyti. 

jlauli J^- 4 IajIj ujLuIL JLaC-VI IaII 

Scsungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya 

bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. 

Ojij* 0*1 ^ o- ^ UJI 

Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan menurut niatnya. 

2. Uraian Niat 

Perbuatan manusia itu ada tiga macam, yaitu; dengan hati, 
dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Semua amalan yang 
lu-rhubungan dengan hati diterangkan dalam hadits, “ segala 
pn/matan itu hanyalah dengan niat ” Namun yang menjadi per- 
m.i'.iilahan sekarang bagaimana memposisikan niat, termasuk 
i"kun atau syarat. 7 , dan di manakah tempat niat itu?, dalam hal 
im icrdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’. 

• Niat itu termasuk rukun ataukah syarat ? 

1). Imam Syafi’i berpendapat bahwa niat itu termasuk 
rukun, sebab niat shalat misalnya termasuk dzat (es- 
ensi) shalat itu. 

1). Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal 
berpendapat bahwa niat itu termasuk syarat, sebab 
kalau niat itu termasuk rukun, maka harus pula dinb 
ati. Jadi niatnya diniati. 

I). Menurut Imam AbGhazali, “diperinci”. Kalau pua- 
sa niat termasuk rukun; kalau shalat niat termasuk 
syarat. 


i 
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4) . Imam Nawawi dan Rafi’t sebaliknya; bagi shalat, niat 
termasuk rukun, sedangkan bagi puasa niat termasuk 
syarat. 

b. Tempat niat 

Niat itu tidak pada ucapan, tetapi pada hati, hanya saja 
karena gerakan dalam hati itu sulit maka para ulama’ mengan- 
jurkan agar niat dalam hati itu dikukuhkan dengan ucapan 
lisan, sekedar untuk menolong gerakan dalam hati. Dan se- 
baliknya mat yang hanya diucapkan saja tanpa ada kehendak 
dalam hati, maka niat itu tidak sah 

c. Kapan niat itu dilaksanakan? 

Ada beberapa ketentuan tentang waktu niat; 

1) . Malikiah berpendapat bahwa mendahulukan niat 

dalam bersuci adalah boleh. Sedangkan yang lain- 
nya, niat itu harus bersamaan dengan permulaan iba- 
dah, seperti; wudlu niatnya bersamaan dengan ketika 
membasuh muka, shalat niatnya dilakukan bersamaan 
dengan takbiratul ihram , dsb. 1 

2) Jika permulaan ibadah itu berupa dzikir, maka ber- 
barengnya niat itu harus bersamaan dengan leng- 
kapnya dzikir itu. Namun hal ini akan sulit dilaku- 
kan oleh orang yang masih awam. Untuk itu Imam 
Haramayn dan Imam aUGhazali berpendapat, bahwa 
boleh niat tidak berbarengan seratus persen dengan 
dzikir. Bahkan sebagian ulama fiqh membolehkan niat 
itu mendahului atau terlambat sedikit dari dzikir. 

3) . Jika ibadat itu berupa perbuatan, maka niatnya cukup 

berbarengan dengan permulaan ibadat itu. Hanya saja 
disunnahkan untuk selalu mengingat sampai ibadat 
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itu selesai dikerjakan. 1 
d Syarat sahnya niat 

1) . Harus Islam, 

2) . Harus tamyiz (sudah dapat makan, minum, dan men- 

sucikan diri) , 

5). Harus meyakini apa yang diniati, misalnya Seseorang 
melakukan sholat subuh, tetapi ia masih ragu sudah 
masuk waktu subuh atau belum, maka niatnya batal. 

4) . Harus tidak ada munafi , yakni hal-hal yang membatal- 

kan niat, seperti murtad. 

5) Diperkirakan harus bisa melaksanakan apa yang dini- 
ati. 2 

r Tujuan niat. 

Tujuan utama disyari’atkan niat dalam sctiap ibadah 

•itjllah: 

1) . Untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan/ 

perbuatan biasa. 

2) . Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan 

ibadah yang lain. 3 

1. Uraian Kaidah 

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap perbuatan 
manusia, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan di- 
ukur dengan niat si pelakunya. Untuk mengetahui sejauh mam 
>«kiih niat si pelakunya itu, haruslah diketahui melalui qarinah - 
tfiirmah yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui macam 
niut pelakunya. 

Apabila terjadi perlawanan antara makna ucapan dengan 
perkataannya, maka yang dipandang adalah maknanya bukan 


, |a ih Muhatck, KM Fuji, Stjtrah Am Kaidah Aw. (Jakarta: RajaCrafinck, R-rsada. 2002), 125 
LiKat juga dalam Ahu Bakar bin Abu Qa*m al-Ahdal. Kfjcmah al-Pa.adul Ba/ujjaJ, R oaU. Qawa u 
Fuji, terj. Mi>h. Adih Btsri. (TK Menani Kudu$, 1977). 3 


Ahu Bakar, al-Faraid d-Bahryyah, 4. 
i thul 

I IM 
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ucapannya. Hal ini apabila tidak bertalian dengan hak orang 
lain. Jika bcrcalian dengan hak orang lain, maka yang dipegang 
adalah lafadhnya bukan maknanya. 

4. Kaidah-kaidah yang dapat diambil dari kaidah pokok di 
atas. 

V 

Tidak ada pahala kecuali dengan mat (terhadap perbuatan yang 
diperbuai iiu). 

Kaidah ini merupakan salah sacu kaidah pokok yang enam 
yang telah dirumuskan oleh Zainal-Abidin ibn Ibrahim ah 
Mishri (926*970 H), kemudian oleh para ulama’ selanjutnya 
hanya diambil yang lima saja. Kaidah ini memberi pedoman ke* 
pada kita untuk membedakan perbuatan yang bemilai ibadah 
dengan yang tidak bemilai ibadah, baik ibadah yang mahdlah 
maupun yang ‘ dmmah . Menurut abNawawi, yang membedakan 
antara ibadat dengan adat hanyalah dengan niat. Untuk itu 
apabila suatu perbuatan adat diniatkan untuk mengikuti tun* 
tutan Allah dan Rasulullah, maka ia berubah menjadi ibadah 
yang berpahala 1 

Jk+A j JUS bUV Jk \xa1\j a** HaII JjkJi J 

Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud , bukan lafadh-lafadh 
dan bentuk'bentuk perkataan 2 

Contoh dari kaidah ini adalah, biladua orang mengadakan 
suatu akad dengan lafadh memberi barang, tetapi dengan syarat 
adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang 
sebagai akad jual beli. Sebab, akad yang terakhir ini adalah yang 

1 Imlm AbO Zakanva Yahyi ibn Svarf al-NawSwi, Ri?<4di ai-SMiiWn. rcrj Salim Bahrciw. jilid I. 
(Bandung: Al-Ma’arif, 1989.). 11. 

Abdul Mujlb. al-QtiU'd'id al'FUfhtyah (Yogyakaittt Nui CaKtya. 19£0),24 


illlunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan 
nk.id pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadh. 

Mengenai orang yang mengucapkan akad dengan ber* 
main-main maka; 

n Menurut ahSyafi’i dalam salah satu pendapatnya, Ahmad 
dan sebagian ulama’ Malikiyah, menganggap perkataan itu 
sebagai sesuatu hal yang sia-sia, dan tidak menimbulkan 
akad karenanya. 

b Pcndapat abSyafi’i yang lain, perkataan itu dianggap sah 
dan terjadi akad karenanya. 

\ Golongan Hanbaliyah dan jumhur ulama Malikiyah, men* 
ganggap akad itu juga sah, tetapi hanya pada lima macam 
akad, yaitu; nikah, thalaq, rujuk, sumpah dan memer* 
dekakan budak. Sebab dalam hal itu hak Allah yang ajaib 
dipelihara dari senda gurau. 

d. Ulama Hanafiyah berpendapat, perkataan itu dianggap 
sah pada lima macam akad itu, apabila berkaitan dengan 
keridlaan yang benar untuk melangsungkan akad, sesudah 
terjadinya perkataan yang pura*pura itu. 1 

Untuk akad yang terjadi karena adanya pemaksaan, menu* 
ml jumhur fuqaha’, tidak dihargai perkataannya dalam semua 
nkiid, sebab ia tidak mengucapkan iradat - nya yang benar. Dan 
menurut ulama Hanafiah, perkataan orang yang dipaksa itu, 

• »ma dengan orang yang bermain-main saja. Sedangkan un* 
ltd akad yang diucapkan oleh seseorang dengan sengaja dan ia 
inciigerti maknannya, tetapi ia berpura*pura/ main-main, maka 
para ulama menghargai ucapannya itu. Dan perkataannya 
dltcrapkan pada makna yang hakiki selama tidak ada qafimh 
yang inenyertainya, dan memalingkannya kepada makna ma* 
|azi. Misalnya: perkataan seseorang, “aku hibahkan barang 

I Mu«hitin. 4S. 
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ini dengan harga Rp. 100.000, - maka penjualannya dianggap 
sah dan tidak dipandang sebagai hibah. 

JLx* iaj^iu La 

Dalam amal yang disyaratkan menyatakan ta'yin, maka kekeliruan per- 
nyataan ta'yin membatalkan amalnya. 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, apabila seseorang salah 
dalam menyebutkan rincian spesifikasi ibadah yang memang 
perlu ta'yin, maka ibadah itu menjadi batal. Misalnya, seseorang 
menjalankan shalat dhuhur tetapi niatnya shalat ashar, maka 
shalatnya tidak sah. 

dal :*]) iailll -l~o \1a 

Maksud perkataan itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. 2 

Maksud dari kaidah ini adalah, ucapan seseorang itu ter- 
gantung dari maksud orang itu sendiri. Misalnya orang yang 
dalam keadaan junub mengatakan; 

Uljiii U 

Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah 
kita akan kembali. 

Apabila dalam mengucapkan itu, ia berniat dzikir karena 
datangnya musibah, hukumnya tidak haram, tetapi bila ia meng- 
ucapkan dengan niat membaca al-Qur’an, hukumnya haram. 
Hal semacam ini maksud perkataan tergantung niat orang yang 
mengatakan, kecuali kalimat sumpah yang diucapkan di ha- 
dapan hakim. Sebab maksud dari kata-kata dalam sumpah di 


I AhJul Hamid Hakim, Mahddi Awu atiyah, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, r.t). 2). Ta'yin adalah 
menyebutkan ciri ibadah secara tcrinci. 

AISuyQilil, Al-As}b0h, 32. 


Iiuiliipiin hakim adalah terserah kepada hakim. Sesuai dengan 
Imdlm Nabi SAW. 

(flJJJ* CP fl'jj) k I Auj i£ joaoII 

‘‘hiii/hi/i itu menurut maksud/ niat orang yang menyumpah. 

Contohnya, “Demi Allah, saya tidak makan harta anak 
VtMlm", meskipun ketika mengucapkannya, ia meniatkan “tidak 
•imk tin harta” dengan arti harfiah, namun yang diperhitungkan 
tfdiilith niat hakim yang juga mengartikan kata “makan harta” 
• Iriigun “menggunakan”, sehingga ia dianggap melanggar sum- 
| “ili, apabila menggunakan harra itu untuk kepentingannya. 

UailjAJjC- jit Mauaftlj *L1 aa *U (jo jiull ia jltij VLa 

Vwrgguhnya (perbuatan) yang lidak disyaratkan untuk dijelaskan 

> it inya, baik secara global, maupun secara terperinci, maka kekeliruan 

nuHwhut ciri itu tidak membahayakan (tidak membatalkan). 1 

Dari kaidah ini dapat diambil contoh: apabila seorang 
•mum shalat menyatakan Muhammad sebagai makmumnya, 
piidiihal makmum yang di belakangnya adalah Mahmud, maka 
Inimi'iihnya tidak batal. Sebab seorang imam tidak harus meny- 
•Hukun niatnya sebagai imam. Atau contoh lain, seseorang sha- 
ll! t dhuhur dengan menyatakan niatnya di Ponorogo, padahal 
in dialac di Madiun, maka sembahyangnya tidak batal. Sebab 
iiduk wajib menyebutkan teinpat dalam shalat. 

y * ■ tkil j til !A j urfia"i A is i jlfciu V j <1 jjull ia jluu La 

Nii.iih (amalan) yang harus dijelaskan cirinya secara garis besamya dan 
i It Ink disyaratkan secara terpermci, kemudian disebutkan secara terperinci 
J. in rmewmrya temyata salah maka membahayakan. 2 


I Ink in. Mu/xlif AuwaByah, 24. 
I Ibid. 23 
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Misalnya, orang yang berjama’ah dengan niatan menjadi 
makmum pada Ahmad, tetapi yang menjadi imam ternyata 
Mahmud, maka shalat jamaahnya tidak sah. Sebagaimana juga 
orang yang shalat jenazah yang bemiat menshalati mayat iaki- 
laki, ternyata mayatnya perempuan, maka shalat jenazahnya 
tidak sah. 

ij* Hll fUJl 3ail\ 

Niat dalam sumpah mengkhiisuskan lafadh yang umum, dan tidak pula 
menjadikan umumnya pada lafadh yang khusus. 1 

Contohnya: Apabila seseorang bersumpah tidak akan ber- 
bicara dengan seseorang, kemudian seseorang itu disebut na- 
manya adalah Hanbali, maka sumpah itu hanya berlaku pada 
Hanbali saja, tidak pada orang lain. 

I^jI jj A] 

Seseorang yang tidak dapat melaksanakan Jama'ah karena sesuatu ha' 
langan, padahai ia bemiat untuk melakukannya andaikan tidak ada 
halangan, maka ia mendapatkan pahala jama’ah. 2 

Kaidah tersebut berkaitan dengan hadits Nabi: 

1 \ a L* J*ai1 Al jfiLuijl lJl 

Apabila seorang sakit atau bepergian maka ia dianggap beramal 
sebagaimana ia dalam keodaan sehat atau tec ap di rumah. 
(HR. Bukhari dari Abu M usa) 

Dari kaidah di atas dapat diambil pengertian, seseorang 
yang telah bemiat melakukan suatu ibadah, tetapi kemudian 


1 Al'SuyOthi, Al-Asybdh, 32. 

2 Ibid, 35 
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luirena suatu halangan ia terpaksa tidak dapat melakukannya, 
maka itu sudah tercatat sebagai pahala. 

Ik Kaidah Kedua 

Kmikirum itu tidak dapat dihilangkan dengan keragU'raguan. 1 

I Dasar Pengambilan 

lilj 4^1 4x1 ij JlS : JjIiII 

ija i V ^1 Ai* jr jil Aok La 

crtil Cfi- sl Jj) ^ 

vV -jy^' (»Ji> 

Aftabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam pe- 
rutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari 
l>erutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, sehingga ia 
mendengarkan suara atau mencium bau. 

•AdJl £ Uujl jl IICAjI pljlj flk OLua dw l3l 

*ljj) (jjmi U o^ll j 

Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam mengerjakan 
sluilat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan tiga ataukah 
empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah 
I Hida apa yang diyakini (yang paling sedikit). (HR. Turmudzi dari 

AM al'Tahman). 

1. Uraian Kaidah 

Yang dimaksud dengan “yakin" adalah: 

tW^ljl jiau 3 ^ UjIj U jA 

Sesuatu yang menjadi tetap baik dengan penganalisaan atau dengan 

i 


Al Stiyflrhf. Al-Asybih, 37. 
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adanya dalil . 1 

Maksudnya, seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada 
bukti yang celah ditetapkan oleh panca indera atau dalil. Mis- 
alnya, orang yang hadats dari wudlunya, dapat diyakini hadat- 
snya itu dengan keluamya angin dari dubur yang dapat dirasa- 
kan oleh kulit, dapat didengar suaranya oleh telinga dan dapat 
dicium baunya oleh hidung. Jadi apabila tidak ada bukti batal, 
maka ia tetap dalam wudlunya. 

Begitu juga seseorang yang ragu dalam jumlah rakaat sha- 
lat, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, maka 
yang yakin adalah yang sedikit jumlahnya, karena yang sedikit 
itu yang paling meyakinkan sedangkan yang banyak yang masih 
diragukan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan syak adalah: 

I j-all yijia t s £-• j art '■“>* 

VI J* tu Ja.1 OjJ J V 

S^sunggwKnya pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan 
tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapai ditarjihkan 
salah satunya . 2 

Menurut parafuqaha’, dhan (dugaan) dan keraguan (syak) 
mempunyai arti yang sama. Al-Nawawi mengatakan: “ketahui- 
lah bahwa menurut sahabat-sahabat kami yang dimaksud syak 
adalah dalam hal air, hadats, najis, sakit, dan sebagainya. Syak 
merupakan ketidakpastian antara ada dan tidaknya sesuatu, 
baik dua sisi yang tidak pasti itu sama, atau hanya salah satunya 
saja yang unggul”. Sedangkan ulama’ ushul fiqh membedakan 
antara syak dan dhan , yaitu: “jika ketidakpastian (al-taradud) 
pada dua sisi itu sama, maka itulah syak. Tetapi jika salah satu- 


1 Mujib Abdul Mudjib, Al-Qawa’id Fiqhiyah, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980). 25-26. 

2 fcngertian ini menurut ulama’ ushul fiqh, Ibid. 


uyu Mija yang unggul, maka sisi yang unggul itu adalah dhan dan 
v*»ng tidak unggul itu adalah fantasi (wahm)”. 

Syak menurut al-Syaykh al-Imam Abu Hamid al-Asfiraym 
mlu tign macam : 

" Kcragu-raguan yang berasal dari barang haram, 

I* Kcragu-raguan yang berasal dari mubah, misalnya: ada air 
yang berubah, yang mungkin disebabkan oleh najis dan 
mungkin karena terlalu lama tergenang, maka air itu di- 
anggap suci, karena pada dasamya air itu suci. 
i Kcragu-raguan terhadap sesuatu yang tidak diketahui asal- 
nyn atau keragu-raguan yang pangkalnya diragukan, mis- 
ulnya: bekerja sama dengan seseorang yang mempunyai 
modal yang sebagian halal dan haram, antara modal yang 
luiram dan yang halal itu sulit untuk dibedakan. Menurut 
pendapat ulama hukumnya adalah makruh. 1 
I C 'uhang-cabang Kaidah 

Jc. JSL. p.\li J-aVI 

Vung menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semu- 

Ifl.' 

Kaidah ini diambil dari hadits Nabi: 

J-aSfl 

1)1 da tuatnya sesuatu itu tetap menurut adanya, sehingga terbukti ada 
yang mengubahnya . 3 

Maksud dari kaidah ini adalah, keadaan di masa lalu 
miinili dianggap berlaku, sampai ada yang mengubahnya. Jadi, 
bilti M*wcorang ragu terhadap hukum suatu perkara, maka ha- 


J-Fyhiyah, 52-5). 

Al NtiyAihl. Al-Asybdh, 37 

/•Mwl Abhlui Ahmad, Ushul Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang 1975.), 183. 
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rus dikembalikan pada hukum yang telah ada, karena apa yang 
telah ada lebih dapat diyakini, kecuali apabila sudah ada keten- 
tuan baru yang mengubahnya. Misalnya, apabila telah terjadi 
perselisihan antara dua orang dalam hal pelunasan hutang piu- 
tang, apakah sudah dilunasi atau belum, maka hutang tersebut 
dianggap tetap ada, karena belum ada bukti pelunasan. Dan 
hal itu dapat berubah apabila telah ada bukti-bukti baru atas 
pelunasan hutang tersebut. 

Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab.' 

Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia, bahwa ia lahir 
dalam keadaan bebas belum mempunyai tanggungan apa pun, 
makhluk suci yang tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa 
akibat pcrbuatan orang tuanya. Untuk itu para ulama berpen- 
dapat bahwa anak buangan yang diketemukan orang dipandang 
anak merdeka, bukan anak budak, sebab kemerdekaannya itu 
menjadi asal. Sebagaimana hadits Nabi SAW., 

4Jlm>Ajjl Aj\ 

Semua anak dilahirkan atas dasar kesucian/kebersihan (dari segala nodal 
dosa) dan pembawaan beragama tauhid, sehmgga ia jelas bicaranya. 
M aka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi 
Yahudi, Nasrani atau M ajusi. (Hadits riwayat Abu Ya’ld, al-Thabrani, 
dan aUBayhaqi dari al-Aswad bin Sari'). 2 

Dan berdasarkan Firman Allah SWT; 

(f A : JJJ 

1 Al-SuyOthf, AI-Asybdh. 39. 

2 Al-SuyOthi, Al-Jdmi * ai'Stutfhir, vol. 11, (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabl. Cairo, 1954.), 17. 

mil 
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Hnhwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain. (QS.abNajm: 38). 

l ontoh lain, Ahmad mengadukan Rizal, Bahwa Rizal berhu- 
lung kepadanya Rp. 100.000,-, tetapi pengaduan tersebut tidak 
iliMTtui dengan bukti maupun saksi, sedang Rizal (yang diadu- 
luin) menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak merasa ber- 
liinung. Maka menurut hukum, pengaduan Ahmad tertolak 
I »n dasar kaidah ini. 

Auil dari segala hukum adalah tidak ada. 1 

Contohnya, jika terjadi perselisihan dalam hal kerja 
Minin mudlarabah, yaitu A memberikan modal kepada B 
Kp. 1 .000.000,- dengan perjanjian laba di bagi bersama, kemu- 
•li.m riba-tiba A menuduh B telah mendapatkan laba dan di- 
liublskan sendiri tetapi tuduhan A tersebut tanpa ada buktinya 
du n B menyangkal tuduhan itu. Maka penyelesaiannya menu- 
mi kaidah ini yang dibenarkan adalah B yang menyatakan be- 
Imn ada keuntungan. Sebab pada dasarnya adalah tidak ada. 

fjjaaHj.k Jjlill 4 aLV 1 f J«aV! 

A mi scsuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan ke- 
luiramannya. 2 

Kaidah di atas menurut Imam Syafi’i, sedangkan menurut 
niiiilzhab Hanafi adalah sebaliknya, yaitu : 

da scsuatu pada dasarnya adalah haram , sampai ada dalil yang me - 
iiMMjidtmi kebolehannya. 3 


I 


A! Snyftthr. ai-Asybdh. 42. 
Al Suyilthf. Al-Asybdh. 4i 

IM 
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Apabila dicermati kaidah tersebut yang lebih absah adalah 
kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi’i, karena kaidah terse- 
but sesuai dengan asas filosofi tasyri’ Islam, yakni tidak mem- 
beratkan dan tidak banyak beban. Menurut Imam Syafi’i, Allah 
itu Maha Bijaksana, jadi mustahil Allah menciptakan sesuatu, 
lalu mengharamkan atas hamba-Nya”. Beliau berpegang kepa- 
da dalil: 

[Sl ji* & ill ja 

Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di burni untukmu. 

ji& i <jp LoluiUj [\j* jt* [j* Uj a»I JaIU 

A pa yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah adalah haram, sedang yang tidak disinggung 
adalah dima’afkan, maka terimalah kema'afan itu sebagai (kuvnia) dari 
Allah, sesungguhnya Allah tidak lupa akan sesuatu. 

Walaupun kedua kaidah itu bertentangan, namun dapat 
dikompromikan, yakni meletakkan dan menggunakan kedua 
kaidah itu sesuai dengan proporsinya. Kaidah pertama lebih te- 
pat digunakan untuk masalah mu’amalah dan masalah kedunia- 
an, sedangkan kaidah kedua untuk masalah ibadah. Misalnya, 
anjing haram dimakan sedang ikan halal dimakan, karena 
keduanya telah jelas nashnya, sedangkan untuk makanan yang 
tidak ada nashnya maka kaidah yang cocok adalah kaidah yang 
pertama yakni makanan itu halal/boleh. Untuk masalah ibadah 
tidak boleh melakukan kecuali apabila ada perintah, hal ini se- 
suai dengan kaidah : 
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I lukum iHikuk dalam lapangan ibadah adalah batal sampai ada dalil yang 
numnintahkannya. '28 

Kaidah di atas ini diambil dari firman Allah SWT, surat 
••I SyQrft: 21, yaitu: 

0JL| flu (jjjJI t> I f,\ 

A/hikah mereka mempunyai sesembahansesembahan selain Allah yang 
mrnsym i'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah (QS. al 
Svuui 21 ). 

Kaidah di atas juga senada dengan kaidah : 

£l&lj 

l lukwn asal dari ibadah adalah mengikuti ajarnn yang telah ditetapkan. 2 

Jadi dalam hal ibadah, apa yang telah ditetapkan itulahyang 
•edmrusnya dilakukan. Misalnya, jumlah rakaat shalat maghrib 
Wnk maka tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, tetap 3 
mu yung dibenarkan. 

J* ^ J-aVl 

Diihi (iialnya setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat J 

( ontohnya, seorang dokter mengoperasi seorangibu untuk 
mnigeluarkan bayiyang ada dalam kandungannya, kemudian 
"p* I'lHi tersebut berhasil dengan seiamat. Setelah ada satu ming- 
tfii hnyi itu meninggal, maka dokter tidak dapat dituntut per- 
iiihMMungjawabannya. Sebab kematiannya belum tentu karena 
•l« tfcirr itu, bisa jadi karena sebab lain yang lebih dekat dengan 
Icnuttlnnnya. 


I Ikl. H 

I lUUtu, MtiKiii, 188. 

• Al '•ityliihl, A/ Arrlxl/i, 13. 
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Barang siapa yang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau 
belum, maka pada dasamya dianggap belum melakukannya . 1 

Misalnya, seseorang ragu sudah berwudlu atau belum, 
maka yang dimenangkan adalah belum berwudlu. Sebab asal- 
nya ia belum berwudlu. Contoh lainnya, A mengadukan bahwa 
B telah berhutang kepadanya Rp. 1.000.000,-. Kemudian B 
mengatakan bahwa hutang itu telah dilunasinya, tetapi B tidak 
mempunyai bukti pembayarannya. Maka yang dimenangkan 
dalam kasus ini adalah A, yaitu B masih berhutang dan belum 
dilunasi. 

J a* o* 

Jika seseorang telah yakin berbuat (sesuatu), tetapi ia ragu tentang banyak 
sedikitnya, maka yang dihitung adalah yang sedikit . 2 

Contoh yang bisa diambil dari kaidah ini adalah, bila se- 
seorang sedang shalat dhuhur ragu tentang jumlah rakaatnya 
sudah mendapatkan empat atau tiga, maka yang dimenangkan 
menurut kaidah ini adalah tiga, karena yang sedikit itulah yang 
telah diyakini. 

Hukum asal dalam memahami kalimat adalah makna hakikat.* 

Maksud dari kaidah ini adalah, makna kalimat pertama 
hams makna hakikatnya/makna yang sebenarnya (makna fi'ih 
nya). Apabila terjadi suatu perselisihan di dalam menafsirkan 


Ibul, 40. 
Ibid. 
Ibid. 45. 
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ill tin mcngartikan suatu kalimat yang memungkinkan untuk 
illurtlkan menurut majaz (makna metafor) atau hakikat (mak- 
i»t» liurflnh), maka yang dijadikan pedoman adalah penafsiran 
Min tun it arti hakikat lafadh itu sendiri. Misalnya, seseorang me- 
MU'ihikun: “Aku akan mewakafkan sebagian hartaku ini untuk 
•imI- nl Ahmad”. Maka dalam hal ini perkataan “anak” harus 
•IliiMlkan anak dalam arti yang sebenarnya (riil), bukan berarti 
"» in u M dan sebagainya. 

fUajVl && J-aV! 

I lukum asal tentang seks adalah haram.' 

( )leh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan 
" I" 1 idalah haram, kecuali ada sebab yang memperbolehkan- 
i» Vi*, misalnya dengan akad nikah (perkawinan). Misalnya, A 
HiMin mcnikahi wanita dari kampung Betawi, tetapi di kampung 
mi in In salah satu wanita yang masih muhrimnya, dan A tidak 
hiM mcmilih mana wanita yang muhrim dan bukan muhrimnya. 
M'lka dalam hal ini, A tidak diperbolehkan menikahi wanita 
ilml kampung Betawi tersebut hingga jelas siapa muhrimnya di 
kampung ini. 

( ' Kaidah Ketiga 

.. . .t^*i a 

f . « ukaran itu dapat menarik kemudahan . 2 

I I )a*ar Pengambilan Kaidah 

(Mo jjjj 


I 


1 

2 
3 


11*1, 44 llhm jujja dalam Hakim, Mabddi, 36. 

IM, M. 
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Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak mengh - 
endaki kesulitan bagi kalian. (QS. al-Baqarah : 185) 

( va : <> 6*^ u* f* 1 

Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan. 
(QS. al-Hajj:78) 

jLj!\ dl jj) ^ ^ 

Agama itu mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang 
benar dan mudah. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah) 

Qj\ CP ^ j) AaiuaJL. £u*4 

Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah. (HR. 
Ahmad dari lbn Abbas) 



2. Uraian Kaidah 

Syari’ah dibuat agar kehidupan manusia bisa teratur dan 
kemaslahatannya bisa terealisasi, untuk itu syari’ah itu telah 
disesuaikan dengan kemampuan manusia, karena pada dasanv 
ya syari’ah itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan un- 
tuk kepentingan manusia sendiri. 

Untuk merealisasikan syari’ah tersebut, Allah SWT mem- 
berikan 5 alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (wa* 
jib), cenderung ke positif (sunnah), netral (mubah), cenderung 
ke negatif ( makruh ) dan negatif ( haram ). Dan untuk mereali' 
sasikan kelima alternatif tersebut, Allah SWT. juga members 
kan hukuman keharusan ('azimah) yaitu keharusan untuk 
melakukan perbuatan yang positif dan sebaliknya. Akan tetapi 
tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia mengingat 
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Irmainpuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Untuk itu 
Allah SWT. memberikan hukum rukhshah yakni keringanan- 
kmrlnganan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga bisa 
dlluiiakan antara hukum l azimah dengan kebolehan melakukan 
t ukhsluih itu seimbang. 1 

Menurut al-Syatibi, kesulitan itu dihilangkan karena dua 
M'huh. Pertama , karena khawatir orang (mukallaf) akan terpu- 
tuiLm ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap 
lak lit, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi orang mu- 
killiil, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena 
pii.lti hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua , 
l>un hii takut akan terkurangi kegiatan-kegiatan sosial yang ber- 
llllhungan dengan sesama manusia, baik terhadap keluarga dan 
iiiii*yiirakat. Karena hubungan manusia dengan sesama manu- 
•In ll ii juga termasuk ibadah pula. 2 

Mengenai klasifikasi kesulitan, Dr. Wahbah abZuhayli 
mcmbiiginya dalam 2 kategori, yaitu: 

I Kesulitan mu’tadah, yaitu kesulitan yang alami, di mana 
manusia sewajarnya mencari jalan keluarnya. Misalnya se- 
nrorang kesulitan mencari pekerjaan, ia dapat pekerjaan 
yang sangat berat, keberatan itu bukan berarti ia boleh 
tidak mencari pekerjaan. 

* Kesulitan ghayr mutadah , yaitu kesulitan yang tidak pada 
kebiasaan, di mana manusia tidak mampu memikul kesu- 
Ilian, karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak 
dlri dan memberatkan kehidupannya. Kesulitan semacam 
ll u diperbolehkan menggunakan dispensasi (rukhshah). 
Misalnya, diperbolehkan salat Wuzu/bagi mereka yang se- 

al /uhayli. Nadhariyai al-Dlarunyah d'Syar'iyah, (Beirut: Muassasah RisAlah 1982.), 40. 

I *l.-i |ima dalam Usman. Kddah-Kaidah Ushuiulnah, 124-125. 

WaM«h d-ZuhoyiT, Nadhariyai. 195-196. 
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dang berperang. 1 

Menurut Abd ahRahman abSuyuthi, ada 7 macam sebab 

orang memperoleh keringanan yaitu: 

1. Karena sajar (bepergian), diperbolehkan meng qashar sha- 
lat, berbuka puasa, dll. 

2. Karena sakit, diperbolehkan tayammum, tidak puasa, dll. 

3. Karena ikrah (terpaksa dan dipaksa), karena tidak ada 
makanan apa pun kecuali daging babi dan kelaparan (ka- 
lau tidak makan bisa mati), diperbolehkan makan daging 
babi. 

4. Karena nisyan (lupa), karena lupa pada saat puasa maka 
dan minum, ini di ma’fu. 

5. Karena jahl (bodoh), atau buta hukum. 

6. Karena l usr (kesulitan) dan umumu aUbalwd (kesulitan 
yang umum), misalnya debu di jalan yang bercampur 
dengan kotoran, pada hakekatnya itu adalah najis. Tetapi 
karena itu sulit untuk dihindari maka hukumnya di mafu. 

7. Karena naqish (kekurangan) , misalnya anak kecil dan 
orang gila mereka tidak mendapatkan beban hukum. 2 

Sedangkan bentuk'bentuk keringanan ada enam, yaitu : 

1 . Keringanan pengguguran, misalnya ibadah haji itu menjadi 
tidak wajib/gugur kewajibannya bagi orang mampu, karena 
kondisi tidak aman, dan membahayakan jiwanya. 

2. Keringanan pengurangan, misalnya diperbolehkan melaku- 
kan shalat qashar ketika dalam bepergian/ safar. 

3. Keringanan penggantian, misalnya dalam kondisi sakit tb 

1 Ibid., 199-200. Kesulitan ghahu cd-im‘iadah ini terbagi menjadi tiga yaitu: I) kesulitan yang tidak 
bisa dilanggung oleh manusia. misalnya kesulitan yang mengancam jiwa atau anggota badannya, 
2) kesulitan yang sedang. yang kadamya dipertimhangkan pada diri sendiri. misalnya sakit tentang 
kadar sakit sehingga harus memhatalkan puasa, maka yang mengeiahui kadar ia boleh berbuka atau 
tetap berpuasa adalah dirinya sendiri. 3) kesulitan yang ringan dan tidak menyehabkan mendapat 
keringanan. misalnya sakit pusing biasa atau gatal-gatal, dl. 

Al-Suyuthi, AUAsybdK 55-57, lihat juga dalam Usman. Kndah-luudah Ushubyah, 129. 
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dak boleh menyentuh air, wudlunya boleh diganti dengan 
tayammum. 

•I Keringanan mendahulukan, misalnya jama’ taqdim. 

1 Keringanan mengakhirkan, misalnya jama ’ ta’khir. 

(• Keringanan kemurahan, dalam kondisi sangat lapar kalau 
tidak makan bisa mati, sedangkan makanan yang ada han- 
yalah daging babi, maka itu boleh dimakan. 1 

V C’abang'Cabang Kaidah 

S/si/'i/a suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas . 2 

Kaidah ini merupakan kaidah yang dibuat oleh abSyafi’i. 
Mill Mid dari kaidah ini adalah apabila sesuatu itu ada kesem- 
plliin/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam kead- 
•i.iii yang demikian ini “wilayah-wilayah" yang semula dilarang 
"" i * I idi diperbolehkan, sehingga “wilayah-wilayahnya” menja- 
• li Iiiiih. Misalnya seseorang dalam perjalanan, ia tidak menda- 
|mt kan makanan apapun kecuali daging babi. Apabila ia tidak 
inemukannya, ia akan mati kelaparan (karena beberapa hari 
1 1 « Ink makan), tapi bila ia memakannya itu diharamkan. Maka 
dtiltim keadaan sulit semacam itu ia diperbolehkan makan dag' 
mg bnbi itu. 

li 

him Wilt u f)erkara itu luas , maka hukumnya menjadi sempit. } 

Kaidah ini merupakan kebalikan dari kaidah di atas. 


Al Siiyflthl, Al-Asybdh, 59. 

IM 

I IM 


2 
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Maksudnya, bila dalam kondisi sempit/mendesak, maka hu- 
kumnya menjadi luas akan tetapi bila keadaan tidak mendesak/ 
sudah normal kembali, maka hukumnya kembali pada kead- 
aan semula (sempit) . Misalnya setelah seseorang itu sampai di 
tempat cujuan, dan di sana sudah banyak makanan, maka dag- 
ing babi (makanan yang haram) yang asalnya itu boleh dalam 
kondisi terpaksa/sempit, menjadi haram kembali. 

Dua kaidah di atas oleh Imam aUGhazali digabungkan 
menjadi satu, yaitu: 

u*Sju\ 

Semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada ke~ 
balikannya. 1 

Misalnya, dalam keadaan biasa pada dasarnya saksi adalah 
seorang lakidaki yang terpercaya, namun apabila tiada lakidaki 
sama sekali, maka boleh digantikan pada wanita atau bahkan 
anak kecil. Tetapi bila dalam kondisi memungkinkan saksi ha^ 
rus lakidaki. 

D. Kaidah Keempat 

Madlarat itu dapat dihapus. 2 

1 . Dasar Pengambilan 

(yy; 4^1 q\ 

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang'Orang yang membuat 
kerusakan. (QS. al-Qashash : 77). 


iw. 

Ibid. 


(oo: tjAuij Vj 

I km Janganlah kamu sekalian membuat kerusakan dimuka bumi. (QS. 

d Araf: 55). 

^ j »l jj) £LJi\ j>-aV 

I ULik ImL'Ii memberi madlarat kepada orang lain dan tak boleh membalas 
kmuullaraUm dengan kemadlaratan di dalam Islam. (HR. Malik, Ibn 
MiMith dan al-Ddruquthm) . 

! Uraian Kaidah 

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat populer di dalam la^ 
p.MilMn fiqh, dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting, 
•Inn banyak kasus fiqh yang dikembalikan kepadanya. Dlarurat 
rtiluliih kcsulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, 
Imrviiii jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam aga- 
m.i. |Iwh, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sedangkan 
Mi.nviiqquf adalah kesulitan yang timbul dari hasil mengerjakan 
m oihitu |x*rbuatan, di luar dari kebiasaan.‘46 M asyaqqat akan 
tin mliitauglcan hokum ru/c/isti/i/kemudahan bagi manusia dan 
•Uiiniiii/i inenyebabkan adanya penghapusan hukum. Contoh 

• Ian dlarurat adalah, seseorang yang dalam perjalanan jauh 
•••mi I" liabisan bekal. Kemudian tidak ada makanan kecuali 
•ituk niiiin yang haram, maka dia hams makan makanan yang 
luMiiin mi untuk menyelamatkan jiwanya. Sedangkan contoh 

• I.mi nuiwiuiijat adalah, seseorang yang bepergian jauh, maka ia 

'“lti|Mikan rukhshah jama’ shalat atau tidak berpuasa. 


/ mIihiIi, N«.Uunr*u, 218. 


1 

2 
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3. Cabang-cabang Kaidah 

Ci\ J Ci\ jjj-iall 

Kemadlaratan itu membolehkan haUhal yang dilarang. 1 

Kaidah ini telah dikonfirmasikan dengan ayat : 

(wr : • jM) ** 6^ 

Ma/ca barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia 
tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada 
dosabaginya. (QS. al-Baqarah: 173). 

Menurut kaidah ini, tidak semua keterpaksaan itu mem- 
bolehkan sesuatu yang haram, tetapi keterpaksaan itu dibatasi 
dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecua- 
li hanya melakukan itu, dan apabila itu tidak dilakukan bisa 
membahayakan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini, semua yang 
diharamkan menjadi dihalalkan. Misalnya seseorang yang kela- 
paran, sedang ia tidak mendapatkan makanan selain makanan 
yang haram. Dan kelaparan itu bisa membahayakan jiwanya. 
Atau juga pada suatu daerah yang belum ada dokter wanitanya, 
maka dokter laki-laki diperbolehkan mengobati pasien wanita. 

Menurut Abd al-Qadir Awdah, seseorang itu dikatakan 
dlarurat dan boleh mengambil kemudahan apabila memenuhi 
syarat-syarat : 

1 . Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikha- 
watirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota- 
anggota tubuhnya. 

2. Keadaan yang sudah mendesak, sehingga tidak bisa ditun- 
da-tunda lagi. 

3. Untuk mengatasi dlamrat itu tidak ada jalan keluar kecuali 
melakukan pelanggaran/ kejahatan. 


i 


AI-SuyurhT, Al-Asybdh, 60 


AIOHO ROKAMAH, S.AG., M.SI. | 55 


4 Keadaan yang dlarurat itu hanya boleh diatasi dengan 
mengambil seperlunya saja (sekedar mempertahankan 
hldup). 1 

Adapun tingkatan-tingkatan kebutuhan/keterdesakan me- 
mmiiii kaidah ini ada lima macam yaitu: 

I Keadaan dlarurat , yang apabila seseorang tidak segera men- 

• I ipatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa mati. 
J llAjat , yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera 
dltolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai 
mcnyebabkan mati. Keadaan seperti ini tidak bisa mengha- 
lulkan barang yang haram. Misalnya dalam keadaan sakit 
biusa dan dalam safar seseorang kesulitan untuk melaku- 
k.m puasa, maka ia boleh berbuka puasa saja, tetapi tidak 
dipcrkenankan memakan makanan yang haram. 

I Manfaat: yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan 
kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut 
*‘P« adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatang- 
kin manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti be- 
■ as, ikan, sayur mayur, dsb. 

4 Ztnah: yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang 
akan kemewahan. 

1 budhul: yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk 
hcrlcbih-lebihan, yang memungkinkan dapat mendatang- 
kun kemaksiatan/ keharaman. 2 

M nsyaqqat pada tingkat-tingkat 3, 4, dan 5, bukan ter- 
imimik pada kesulitan-kesulitan yang menyebabkan seseorang 
mrndapatkan kemudahan. 

AUlnl Oatlir Awdah, al-Tasyri' al-Jmaiy al-hlam Miuiqatanan bi al-Qcmdn al-WadJ'i, (Cairo Dar al- 
Nn*yi .il lsjqafalt. 1949), 577. 

I Al Suyflihf, Al-Asybdh, 61. 
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JJ*&i JjrfV JjM 

M adlarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madlarat . 1 

Menurut kaidah ini, seseorang dilarang menghilangkan 
kemadlaratan dengan mendatangkan kemadlaratan yang sama 
kualitasnya atau lebih besar. Misalnya dua orang terapung di 
tengah laut, karena kapal yang ditumpanginnya pecah. Salah 
seorang dari mereka mendapatkan papan yang bisa ditumpang- 
inya sampai ia mendapatkan kapal penyelamat, tetapi papan 
itu tidak bisa menampung dua orang. Kemudian seseorang 
yang tidak mendapatkan papan itu merebut papan dan men- 
gorbankan nyawa temannya demi mempertahankan hidupnya. 
Maka tindakan merebut karena dlarurat terhadap sesuatu yang 
dianggap dlarurat pula oleh kawannya, tidak dibenarkan oleh 
syara’. Tetapi apabila terjadi dua madlarat, yang satu madlarat 
lebih ringan maka diselesaikan menurut kaidah berikut ini. 

uiiSn ji ji fin 

Kemadlaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadla - 
ratan yang lebih ringan . 2 

Seseorang yang dalam keadaan sulit atau mendapatkan ke- 
madlaratan tidak boleh menghilangkan dengan kemadlaratan 
serupa. Tetapi apabila ia tetap saja tidak bisa menghindari mad' 
larat itu maka supaya dicari madlarat yang lebih ringan. Con- 
toh yang dapat diambil dari kaidah ini adalah: seorang dokter 
yang menangani pasiennya seorang ibu yang hamil mengalami 
kesulitan untuk menyelamatkan ibu dan anak yang ada dalam 
kandungan. Jalan satu-satunya harus dikorbankan salah satun- 


RIDHO ROKAMAH. S AG., MSI. | 57 

v»«, tilth tlnliim hal ini dokter harus menyelamatkan jiwa ibunya 
ilnak Vang masih berada dalam kandungan. Karena 
M»" 'l>" lebih utama, dan sudah pasti hidupnya. Tetapi apa- 
, " 1 " ^'"“dlaratan itu sebanding maka tidak boleh dihilangkan 

•••Mi mtunya, 

JIJrfV jjJall 

* ^'"‘"'"“hlakboleh dihilangkan dengan menghilangkan kemadlaratan 

wbmuling. 1 

Menurut kaidah ini, seorang dokter tidak boleh mengarn- 
'I'l* ah seorang pasien A untuk pasien B. Padahal darah itu 
‘'Ihutuhkan oleh pasien A. Maka hal itu tidak boleh di- 

Inkulun, 

f jj 

kerusakan hams didahulukan dari pada menarik kemasla- 

•N If till 

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara/masalah 
" •lllini “da mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus 

""« knn - karena ha > ^u bisa menjalar ke mana-mana, dan 

nh " lkan ^fsadat yang lebih besar. Misalnya minuman 

l h'inir Itu ada manfaatnya, tetapi mafsadatnya lebih besar dari 
maka minuman itu dilarang/ diharamkan. 

* Kaidah Kelima 

A.liii kgbtasaan itu ditetapkan menjadi hukum. 3 


I 

l 


1 

2 


Ibid. 

Musbikm, Qau<d'id. 79. 


Nftt HO. 

Al SuyfliM, al-Anb&i, 62. 

•N. as. 
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1. Dasar Pengambilan Kaidah 

(**> -.uijPVI) i y- lHjc-'j >.ij 

Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah 
dari orang yang bodoh. (QS. al-Araf : 1 99) . 

lmjjlaXL (jbjjAej 

Dan pergaulilah mereka secara paiut. 

£>jI a'jj) <>-* £xy*L**& ftljU 

(*J*— 4 

A pa yang menurui kaum muslimin baik, maka baik pula bagi Allah. 

2. Uraian kaidah 

Istilah aUcldah dan ‘ urf menurut jumhur ulama’ mempu- 
nyai arti yang sama, namun sebagian fuqaha berpendapat ber- 
beda. Adapun pengertian masing-masing adalah : 

JS o-Ufl o 

AI -‘Adah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu 
menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik 
berupa perkataan atau perbuatan. 1 

Jniji Jj* a* <&■ 'jJ-j *i>a- j* 

» juJi j cm tXft C^Ash SjUJ ' 

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik 
berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan inijuga 
dinamakan adat. Dan di kalangan ulama’ syari’at tidak ada perbedaan 
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j 'urf dengan adat. 1 

Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum 

Htlalrth: 

fVrbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal 
M ‘l ,aL Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin 
I h i kcnaan dengan perbuatan maksiat. 

J IVrbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang- 
ul»mff v boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku 
numyarakat. 

y lidnlc bertentangan dengan ketentuan nash, baik ab 
0‘ir'an maupun abSunnah. 

Iidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan 
jlwii dan akal yang sejahtera. 2 

* 1 ib.ing-cabang Kaidah 

*■+ cLjLiVjiiik- 

i-ijdljJI 

' v ‘ ,,l « disampaikan oleh syara' (hukum) secara mutlak namun 

K ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu 

Mmbiilikan kepada ‘urf. 3 

M.iksiu! dari kaidah ini adalah, apabila suatu hukum yang 
•IlMimrknn oleh syara’ secara mutlak, tetapi tidak ada pem- 

1 dala m syara’ maupun ketentuan bahasa, maka 

■ lllemb.ilikan kepada ‘urf. Misalnya, hukum syari’ah menetap- 

lll "V» hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada 

h'*"'! herapa banyak mahar itu harus dibayarkan, maka ke- 
iln dikembalikan pada kebiasaan. 


I 


Musbikin, Qaipa'd, 9.3. 


I 

I 

I 


/uhdl, ftiigantar Hukum Islam, (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 24. 
Makim, MriM.ii, 37 


i 
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Ciiins ui J»iu CJubj lijP 

Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuotu yang disyaratkan 
dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan urf itu seperti 
ketetapan dengan Nash. 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, suatu perkara yang telah 
terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebi- 
asaan, mempynyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila 
hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara 
mereka. Artinya, adat itu mempunyai daya yang mengikat 
mereka dalam bertindak sebagaimana ketetapan nash. Misak 
nya, jual beli mobil harus ada uang atau jaminannya, karena itu 
sudah menjadi kebiasaannya. 


i 


Musbikin. Qawa'id, 99. 


BAB IV 

EMPAT PULUH 
KAIDAH-KAIDAH UMUM 
(KULLiYAH) YANG 
DISEPAKATI 

A IViululuiluan 

K uldah -kaidah kulliyah merupakan kaidah yang bersifat 
iimum yang oleh karena itu dapat menampung selu- 
mli Imyliin-bagiannya (cabang-cabangnya) secara terperinci. 
Nuniini imiiih ada pula masalah-masalah yangdikecualikan dari 
Ui.lnl. knidah kulliyah ini, untuk itu sebagian ulama’ menye- 
l'i.ik,iM tmdah-kaidah kulliyah ini sebagai “kaidah aghlabiyah" 
(fcMtilitli yang ghalib). Kaidah ini jumlahnya ada 40 buah, dan 
•* i hid irrpcrinci bisa dilihat dalam pembahasan di bawah ini. 

• > IVmhahasan Empat Puluh Kaidah-Kaidah Kulliyah 

(yttiig discpakati). 

hrtJ.I.ili pcrlama: 

I lulu III itu think bisa dihapus dengan ijtihad yang lain. 1 

M. it sud dari kaidah ini adalah, hasil keputusan ijtihad 
" •“h lalu tidak bisa dihapuskan oleh keputusan ijtihad 
■ 'I ' l.uig ke mudian 2 . Jadi, apabila seorang mujtahid telah 

-I IHn Abd al'RahmSn Al-Suyfithl. ALAsybdh wa al-Nadh&r, (Indonesia: Syirkah Nur Asia 
Mill 

Mm.Mi.I, Iimum, KtM-hridah Vshulxyah dan Ftqhxyah, (|akarta: Raja Grafindo A*rsada, 1996), 

• I dxil |Hil« pada Abdul Hamid Hakim, Mabddi Au-u-ofryo/i, (Jakarta: Makcabah Sa’adiyah, tt). 
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memutuskan suatu hukum pada masa lalu, kemudian keputu- 
san itu berbeda dengan keputusan dia di kemudian hari, maka 
kepu tusan/ij tihad yang pertama itu tidak terhapus. Misalnya, 
apabila seseorang ber-ijtihSd dalam menentukan arah shalat, 
antara ijtihSd yang pertama ketika shalat dluhur berbeda den- 
gan ij tihad yang kedua ketika shalat ashar, maka ijtihad yang 
pertama tetap sah atau shalat dluhumya tetap sah. Contoh 
lain, seseorang yang akan melaksanakan shalat dhuhur tidak 
mendapatkan air setelah mencari kemana-mana, kemudian 
dia ber Ajtihdd dengan melakukan tayammum, setelah shalat ia 
menemukan air maka ia tidak perlu mengulang shalatnya. 

Keputusan seseorang itu bisa dibatalkan dan harus diubah 
menurut Imam al-Subki apabila : 

a. Keputusan yang menyimpang dari nash yang sharih 

b. Keputusan yang menyimpang dari pada ijma atau men- 
yalahi pendapat yang telah disepakati oleh empat imam 
madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbalf. 

c. Keputusan yang menyimpang dari nash yang jdli. 

d. Keputusan yang menyimpang dari pada kaidah-kaidah kul 
Uyah. 

e. Keputusan yang tanpa dalil. 1 

Sedangkan Muchlis Usman berpendapat bahwa hasil ijti - 
hdd itu dapat dibatalkan apabila: 

a. Ijtihdd yang kedua lebih kuat dari pada ijtihad pertama. 
Misalnya qawl jadid Imam al-Syafi’i dapat mengubah qawl 
qadim* nya. 


Dikutip deh Ahu Bakar bin Abu Qasim al-Ahdal. urjemahan ai-Fardui al-Bahtyah Risalah al-Qau^ d 
al-Fiqh, tcrj. M. Adib Bisri. (TK. : Mcnara Kudus, 1977). 31. 


h Ifilh/ld ilahulu tidak relevan dengan kondisi atau keadaan 
v»h»k dihadapi dewasa ini, sehingga hasil ijtihdd tersebut 
!•« iln direvisi. 1 Hal ini sesuai dengan kaidah: 

Jl j *)/\ j j jVl j jjju 

IVmiMmm hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan ke - 

«Wli 

Krtld.d» lu*dua: 

j * Jl L_ilc. jaJlj JiLaJI £*\y\ lij 

M imiiJ'.i/ii halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang 

htfWh li* 

Mr i hi rut kaidah ini, apabila ada dua dalil yang bertentang- 
•Mi Mirii«riiai suatu masalah; ada yang menghalalkan dan ada 
rmiM mmgluiramkan, maka dimenangkan yang mengharam- 
kmi, Uirn.i lebih ikhtiyath (sikap hati-hati). Contoh dalam ma- 
wlrtli Ini itdalah ketetapan Khalifah Usman tentang ketentuan 
Mirugiiwlni dua perempuan bersaudara sekaligus. Menurut ah 
Qmi'imi Mirat al-Nisa ayat 22, tidak diperbolehkan mengawini 
d»*n oiiinlara sekaligus. Ayat ini bertentangan dengan surat al- 
Nu,i •‘V“» ^3 yaitu, diperbolehkan mengawini dua saudara (per- 
MH|n»M»i) apabila yang satu berstatus merdeka dan yang satu 
1 • • •• in* hamba. 

I >nlam memutuskan kasus tersebut, Khalifah Usman lebih 
•mi milil i dalil yang pertama, yaitu melarang mengawini dua 
*hmHi» bersaudara sekaligus. 

► aidah ini mempunyai beberapa cabang yaitu: 

j £jLa1I L yaj[ju lil 


• 'mm, KakLh budah Ushuliyah. 145- 
Al Af ArvKtfi, 74. 
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Ajxibila saling benenumgan ketentuan huhum yang mcncegah dengan 
yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan 
yang mencegah . 1 

Menurut kaidah ini, apabila terjadi perlawanan dalam 
suatu perkara yang di situ terdapat sesuatu yang mengkhawa- 
tirkan dan harus dicegah, tapi di situ juga terdapat sesuatu 
yang mengandung ketentuan untuk dilaksanakan, maka harus 
dimenangkan yang mencegahnya. Misalnya, menikah adalah 
sesuatu yang dianjurkan, tetapi apabila ada masalah di dalam' 
nya di mana seseorang itu dihadapkan pada sepuluh orang per- 
empuan, dan diminta untuk memillih satu perempuan untuk 
dinikahi, tetapi salah satu dari mereka adalah saudaranya. Dan 
ia tidak tahu yang mana muhrimnya, maka menurut kaidah ini, 
tidak boleh menikahi salah seorang dari kesepuluh wanita itu, 
sampai jelas/tahu siapa muhrimnya. 

- ^ \\\ -v t dcL 1 * *1 yj t ^ i'Aa. ^ A iy \ lil 



Apabila dalam ibadah itu berkumpul segi hadlar (tidak bepergian) dan segi 
safar (bepergian), maka yang dimenangkan segi hadlamya . 2 

Menurut kaidah ini, apabila aspek bepergian dan di rumah 
berkumpul, maka yang dimenangkan adalah aspek di rumah- 
nya. Misalnya, seseorang telah berniat puasa pada malam hari, 
kemudian siangnya dia bepergian, maka diharamkan baginya 
berbuka puasa. Contoh lain, seseorang yang sedang bepergian 
dan mendapatkan rukhsah untuk shalat, tetapi di tengah per- 
jalanan dia belum bisa melaksanakan shalat jama’ qashar - nya 
hingga ia sampai di rumah, maka setelah sampai di rumah ia 
tidak diperbolehkan meng-^as W-nya. 


Ibid, 80 
Ibid, 79 


Kaidah ketiga: 

U JJC. ,jjj DjjfLo I_jja3! ^ jUyVI 

Mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal ta'at 
itu makruh, dan di dalam hal lain adalah disukai . 1 

Berkaitan dengan kaidah di atas, para ulama berbeda pen- 
dapat: 

Pertama , pendapat sebagian ulama persis dengan bunyi 
kaidah di atas, yakni makruh mengalah dalam masalah ibadah. 
Namun sebaliknya, sunnah mengalah dalam hal sclain ibadah. 
Contohnya, Ahmad akan berjama’ah dan telah mendapatkan 
shaf awal, tetapi kemudian mempersilahkan Badrun menempati 
tempatnya di shaf awal, maka itu hukumnya makruh. 

Kedua, ada yang berpendapat itsar dalam perkara ta’at itu 
hukumnya bukan makruh tetapi haram. 

Ketiga, al-Suyuthi memberikan perincian, apabila itsar itu 
berakibat meninggalkan perkara wajib, maka hukumnya har- 
am. Dan apabila itsar itu berakibat meninggalkan sunnah atau 
melakukan makruh, maka itsar itu makruh 2 . 

Kaidah keempat: 

1 

Pengikut hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti . 3 

Maksud dari kaidah ini adalah; sesuatu yang secara esen- 
sial (materinya) mengikuti kepada yang lain, maka hukumn- 
ya pun mengikut kepada yang diikuti itu. Sebab pengikut itu 
merupakan bagian dari sesuatu (seseorang) yang diikuti, atau 


I Ibid, 80. Dan di dalam al*Syaykh AM Allah ibn Said Muhammad ‘Ubfidf, idldh al-Qfa<did d* 
FuthSyah, (Sorabaya: Makrahah Hidayih. t.t), 58., tertulis kaidah yang Kpoham dengan kaidah 
tersebut dcnipn vj» J fyy\ sap. 

Imam Musbikin, Qoud’id d-FiqhSyah, (Jakarta: Raja Grafindo Pcrsada. 2001), 1 17. 

3 Al-Suyuthi, M~Asybdh, 81 ., lihat pula pada Ubadi. idldh d'Qdudid, 59-60. 


2 
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bagian tersebut mempunyai hubungan dalam proses kejadian- 
nya, seperti anggota tubuh dari hewan, anak yang ada dalam 
perut induknya, bulu-bulunya dan sebagainya. Contohnya, 
orang yang menjual kambing maka semua, seperti anak yang 
ada dalam perut induknya, bulunya, tanduknya semua juga ikut 
terjual bersama-sama kambing tersebut. 

Cabang-cabang kaidah 

Pengikut tidak dikenai hukum tersendiri. 1 

Menurut kaidah induk di atas, pengikut merupakan bagi- 
an dari sesuatu yang diikuti, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. 
Untuk itu kaidah ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum 
yang mengikuti tidak bisa terlepas dengan hukum yang diikuti. 
Misalnya, seseorang menjual anak binatang yang masih dalam 
kandungan, maka hukumnya tidak boleh apabila induknya tid- 
ak ikut dijual. 


£ jjlall JsjL-lJ kftoij £jl 


Pengikut menjadi gugur dengan gugumya yang diikuti . 2 3 


Menurut kaidah ini, apabila hukum yang diikuti itu gugur, 
maka hukum yang mengikuti juga ikut gugur. Contohnya, se- 
seorang yang menjadi gila tidak diwajibkan lagi shalat fardlu, 
begitu juga shalat sunnat rawatibnya, juga menjadi gugur/ tidak 
disunnatkan lagi baginya. 




Pengikut itu tidak mendahului yang diikuti . } 


1 Al'Suyllihi. al-Asybdh, 8 1 

2 Ibid 

3 Ibid . , 82., lihat pula pada Ubadi, idldh al-Qdudid cd'FiqhiyaJi, 61 . 
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Menurut kaidah ini, sesuatu yang diikuti harus lebih da- 
hulu dari pada yang mengikuti. Misalnya, tidak diperbolehkan 
seorang makmum mendahului imamnya. 

Ia jjc. ^ J&u 

Dapat dima’ajkan pada habhal yang mengikuti, apa tidak demikian halnya 
pada yang lainnya. 1 

Menurut kaidah ini, suatu perkara di mana ada suatu 
hal yang dianggap pangkal (pokok) dan ada yang dianggap 
pengikutnya saja, maka pada yang pokok harus dipenuhi syarat- 
syaratnya, sebagaimana ketentuan syara’. Berbeda dengan se- 
suatu yang mengikuti, maka dimaafkan apabila ada kekurang- 
an. Misalnya, dalam akad wakaf disyaratkan agar benda yang 
akan diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, kecuali apa 
yang telah dikenal/lazim contohnya wakaf buku dan alat-alat 
kematian. Jadi apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka akad itu 
tidak sah. Hal ini berbeda apabila yang tidak terpenuhi adalah 
pengikut benda yang tidak bergerak itu, maka itu diperbole- 
hkan, dan tidak mempengaruhi sahnya wakaf. 

Kaidah kelima: 




Kebijakan Imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan 
kemaslahatan r 


Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap kebijakan pemimpin yang 
menyangkut hak-hak rakyatnya harus memperhatikan kemaslahatan 
rakyatnya itu secara keseluruhan, bukan kemaslahatan perorangan atau 
kelompok saja. Kaidah ini mencakup banyak permasalahan kenegaraan 
(fiqh siyasah) , misalnya, peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan, 


1 

2 


Al-Suyfithi, al-Aiyfcd/i. , 83. 
Ibid 
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't'rta kebijakan pcmcriruah kcpada rakyainya. Karena itu semua akan 
dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, sebagamxana hadits 
Nabi SAW.: 

L>j' Cp J CP J 

(>■*• 

Masing'masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimin' 
lai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari'Muslim 
dari ibnu Umar) 

Kaidah keenam: 

: ** '1 ^ i .*\ 1 s 

Hukuman-hukuman (had) itu bisa gugur karena syubhat ( ketidakjelas - 
an ). 1 

Menurut kaidah ini, seseorang itu bisa dikenakan huku- 
man had, apabila ia telah jelas melakukan suatu pelanggaran, 
sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi apabila perbuatan itu 
masih syubhat (tidak jelas), maka hukuman had itu bisa gugur. 
Misalnya bila seseorang mencuri suatu barang yang menjadi 
milik bersama (dengan temannya) . Maka ia tidak bisa dikenai 
hukuman had (potong tangan), karena status benda/ barang 
yang dicuri itu juga miliknya. Contoh lain misalnya dalam hal 
perzinahan dan pembunuhan, apabila tidak ditemukan bukti 
yang akurat atau buktinya masih belum jelas, maka hukuman 
had tidak bisa dijatuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 
Nabi SAW.: 

ijA c. ^ Cj \ 4 uaHj 

Tinggalkan had'had, karena syubhat (samar-samar) . (HR. Ibn Ady dari 
hadits Ibnu Abbas) 


i 


Ibid. , 84. 
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Dalam hadits yang lain juga dijelaskan: 

QAjiL ji*ll ^ jV (jla Ijlaj 

(-uijlc. jc. Jjl! oljj) AjjLlII <^5 jl 

Hindarilah hukuman had bagi orang muslim sedapat-dapatnya, karena 
apabila kamu memperoleh jalan keluar bagi orang muslim (untuk tidak 
diberi had) maka berikan jalannya, sebab sesungguhnya penguasa (imam) 
itu sekiranya salah dalam rangka memberikan maaf, adalah lebih baik 
daripada salah dalam rangka memberikan hukuman. (HR. Turmudzi dan 
Hakim dari Aisyah). 

Kaidah ketujuh: 

Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan ) . 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, orang yang merdeka ke- 
dudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak 
ada yang memiliki. Lain halnya dengan hamba sahaya, maka 
statusnya di bawah kepemilikan tuannya. Misalnya, seorang 
laki-laki berzina dengan seorang hamba sahaya atas dasar suka 
sama suka, maka laki-laki itu bisa dituntut untuk membayar 
mas kawin. Sebab budak perempuan itu mempunyai pengua- 
sa/majikan yang memilikinya. Lain halnya apabila laki-laki itu 
berzina dengan wanita merdeka, maka ia tidak bisa dituntut 
untuk membayar mas kawin, karena wanita merdeka itu tidak 
di bawah kekuasaan siapa pun. 

Kaidah ini oleh Imam Tajuddin al-Subki ditolak, karena 
menurutnya wanita merdeka itu masuk dalam kekuasaan wali- 
nya. Dan lagi, kaidah ini tanpa dilandasi dalil apapun, baik dari 
nash ataupun ijma’ sahabat. Padahal setiap kaidah fiqhiyah itu 


1 


Ibid. 85.. lihai pula keceranKan pada Ubadi, Idldh al'QAwdid al-Fiqhtyah, 64. 
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harus dilandasi dengan dalil. 
Kaidah kedelapan: 


Al ja. jA U 

Yang melmgkupi sesuatu hukumnya sama dengan apa yang dilingkupi. 1 

Arti “harim” ada yang menterjemahkan dengan “pagar 
atau “emper”. Menurut Imam Zarkasyi “harim” adalah “yang 
meliputi haram". Jadi harim ini bisa diterjemahkan dengan 
“yang mengitari”, “yang melingkupi", dan “yang ada d. sekr- 
tamya". Contoh dari kaidah ini adalah, dalam hal wudlu ayat 
al'Qur’an memerintahkan membasuh muka. Ulama fiqh me^ 
wajibkan pula membasuh bagian sekitar muka karena merupa^ 
kan harim daripada muka. 

Kaidah kesembilan: 

lie 

Mamkala dua perkara dari satujenis berkumpul/menyatu, padahal tidak 
ada perbedaan maksud keduanya, m aka pada ghalibnya, satu dx antaranya 

masuk pada yang lain . 2 

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, apabila ada dua 
perkara yang maksud dari keduanya sama dan berkumpul 
dalam satu masalah, maka satu dari dua perkara tersebut dr- 
masukkan kepada yang lain. Maksudnya, cukup mengerjakan 
salah satu dari dua perkara yang lebih besar, karena suda 
mencakup perkara yang lain. Karena pada dasartya yang besar 
sudah mencakup perkara yang kecil. Misalnya, apabila hack's 
besar (haidl/junub) dan hadats kecil berkumpul, maka yang di- 


1 

2 


Al-SuyOthS. al-AsyM/i. . 86. 
Ibid. 
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hitung hadats besamya saja. Artinya cukup dengan mandi saja, 
menurut pendapat salah satu madzhab . 1 

Contoh Iain, seseorang mengakui melakukan zina dua kali, 
maka menurut hukum ia hanya dijatuhi hukuman berbuat zina 
sekali saja, yakni didera seratus kali dan dibuang setahun . 2 

Kaidah kesepuluh: 

■dUAl Jji piSll jLd 

Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya . 5 

Sebuah ucapan itu adakalanya jelas maksudnya, dan 
adakalanya tidak jelas maksud sebenamya. Untuk perkataan 
yang jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan 
maksudnya. Dan untuk perkataan yang tidak jelas maksudnya, 
maka mengamalkannya lebih baik daripada meniadakannya. 
Contohnya, seseorang yang akan mcninggal bcrwasiat: “apabila 
nanti saya mati, sawah dan rumah saya ini saya berikan kepada 
anak saya . Padahal orang tersebut hanya mempunyai seorang 
cucu, sedangkan anak (bapaknya dari cucu) telah meninggal. 
Maka wasiat itu harus diindahkan dengan cara sawah dan ru- 
mah itu menjadi milik cucunya. 

Kaidah kesebelas: 

Berhak mendapatkan sesuatu (hasil) disebabkan karena keharusan meng- 
ganti kerugian atau Hasil (manfaat itu diimbangi) dengan ianggungan. t 

Kaidah di atas diambil dari hadits Nabi SAW., yang diri- 
wayatkan oleb Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam 
Turmidzi, Nasa’i, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yaitu : 

1 Asmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh (Qau<a'idu\ Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintan* 1976), 24. 

2 Ibid. 

3 Al-Suyfltht, al-Asybdh, 89. 

4 Ibid., 93: kaidah scrta penjelasin serupa tcdapat juga dalam Ubadi, idldh al-Odudid al-Fiqhiyah, 68. 


(jLoaJallj 
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4j A2kj (jl ^LiLa o-lic- flSli 1 AiC- ^Lut U 1 

JUa -ulc. fi^ja ^ j -ulc* A-ox-oUi liic. 

1 ^ jail C5 -a^Lc- ^ia auI (Jj—i j U cJ> 

(<^Ljlc. ^ L5 *i b lil Aj± 

Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu ber- 
mukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli itu 
mendapatkan cacat pada budak tersebut, dan melaporkan kepada Nabi 
SAW, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang men- 
jual Maka berkatalah laki-laki itu: “wahai Rasul , ia (pembeli) telah 
mengerjakan (mengambil manfaat) dari budakku". Rasul bersabda: hak 
mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian". 

Pengertian "abkharaj" dalam hadits di atas menurut Abu 
Ubayd adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang 
yang kemudian menyuruh kepada hamba supaya bekerja urn 
tuk waktu tertentu. Tetapi setelah diketahui cacat yang disem- 
bunyikan oleh penjual, maka ia dikembalikan kepada penjual 
tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah 
mendapatkan keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena 
ia telah memberikan pembelanjaannya, dan apabila ada keru- 
gian ia yang rugi. 

Contoh dari kaidah di atas adalah, A membeli mobil ke- 
pada B seharga Rp. 15.000.000,' dengan syarat tidak ada ca- 
catnya dan bila ada yang cacat boleh dikembalikan dan akan 
menerima uangnya kembali. Tetapi setelah beberapa hari baru 
diketahui bahwa mobil itu cacat, maka mobil itu dikembalikan 
kepada penjual dan penjual itu dituntut mengembalikan uang 
RR 15.000.000,-. Dan apabila penjual itu menuntut ganti rugi 
atas mobil yang telah dipakai, maka itu tidak diperbolehkan. 
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Kaidah keduabelas: 

Keluar dari pertentangan itu diutamakan. 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, kita dianjurkan agar men- 
jauhi prasangka-prasangka dan memelihara diri dari perkara 
yang syubhat yang dipertentangkan/diperselisihkan oleh para 
ulama’ dengan mencari jalan keluar. Berusaha mencari jalan 
keluar dari perselisihan adalah jalan yang sangat disukai. Dalil 
dari kaidah ini adalah Surat al-Hujurat ayat 12 : 

$ o-®*-? u) l 1 l jid IgjIL 

(Vf 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berbuat berprasangka 
buruk (sebab) sebagian dari berprasangka buruk itu adalah dosa. 

Untuk menghindari khildfiyah yang tajam harus sesuai de- 
ngan syarat-syarat antara lain: 

a. Tidak membuat khildfiyah yang baru lagi, atau apabila sese- 
orang itu keluar dari khilaf itu tidak masuk dalam khilaf 
lainnya. 

b. Tidak berlawanan dengan sunnah. 

c. Mukhalifinya harus mempunyai dalil yang kuat. Jika dalil- 
nya lemah, maka dianggap gugur dan tidak dapat dimasu' 
kkan dalam masalah khildfiyah. 2 

Kaidah ketigabelas: 

£* jl' L>* 

Menolak gugatan itu lebih kuat daripada menggugat (menghilangkan ) . } 

1 Al-SuyOthf, al-Asjhtfi., 94., lihar pub pada Hakim, Mab&dt Awwathah, 4 1 -42., dan Uhadi, i<Mh al- 
Qdwtbd, 68-69. 

2 Miubddn* Qaud'id al-Fiqhlyah, 140 . 

3 Al-SuyOthf, al-Asybdh., 95., Ubadi, idldh at- QauvJ’id, 70. 


J 
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Menurut kaidah ini, menolak agar tidak terjadi sesuatu 
(preventif) itu lebih kuat daripada mengembalikan seperti se- 
belum terjadi (kuratif rehabilitatif) • Contohnya, seorang lelaki 
muslim berniat akan menikah dengan perempuan Kristen. Per- 
bedaan agama ini, seketika itu bisa membatalkan/menolak sa- 
hnya pemikahan. Tetapi jika ada lelaki dan perempuan sama- 
sama Islam dan telah terikat sebagai suami isteri, kemudian 
pada suatu saat si isteri pindah agama, maka pernikahan antara 
keduanya tidak bisa seketika menjadi batal, melainkan masih 
harus menunggu sampai habis masa iddah. 

Kaidah keempatbelas: 

L5 _k^alx-al\j -LUjV (j-aa* 

Kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiat.' 

Dalam hukum Islam, apabila seseorang berada dalam 
kondisi kepayahan/kesulitan diperbolehkan mengambil 
rukhshah. Tetapi apabila rukhshah itu diambil karena telah 
melakukan perkara yang maksiat, maka itu tidak diperbole- 
hkan. Contohnya, shalat qashar , jama ’ dan berbuka puasa, kes- 
emuanya itu keringanan bagi orang yang bepergian jauh. Tetapi 
jika bepergiannya itu sejak semula untuk perbuatan jnaksiat, 
maka rukhshah itu tidak berlaku padanya. 

Kaidah kelimabelas: 

Kemurahan/keringanan-keringanan itu tidak hisa dihubungkan/ digantung- 
kan dengan keraguan. 2 

Menurut kaidah ini, rukhshah itu diberikan apabila perkara 
yang menyebabkan seseorang mengambil rukhshah itu sudah 
jelas. Artinya, apabila rukhshah itu terkait dengan menjama’ 

1 Al-SuyOthi, oJ-AjjM/l 

2 Ibid., 96., Ubadi, tdldh d- Qaud U 72.. dan Hakim, Mahddt Awvdtyah, 43. 
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shalat, maka jaraknya seseorang bepergian itu harus mencapai 
jarak yang memperbolehkan ia menjama’ shalat. 

Contohnya, Ali mau mengunjungi temannya, tetapi ia tid- 
ak tahu jarak rumah temannya itu dengan rumahnya mencapai 
batas jarak yang memperbolehkan rukhshah qashar shalat atau 
tidak. Karena adanya keraguan, maka ia tidak diperbolehkan 
melaksanakan shalat jama\ 

Kaidah keenambelas: 

Ajla aJjjj Laj Lja^II 

Ridla/rela terhadap sesuatu berarti ridla/rela terhadap apa yang timbul 
daripadanya. 1 

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, apabila seseorang 
menyetujui/merelakan suatu perkara/akad, maka ia harus rela 
menanggung resikonya. Misalnya, seseorang membeli sepeda 
motor dengan harga Rp. 9.000.000,-. Ketika transaksi jual beli 
sepeda ini dilakukan, pembeli sudah tahu kondisi/kerusakan 
yang ada pada sepeda tersebut dan ia tetap membelinya. Tetapi 
setelah satu minggu sepeda tersebut rusak dan harus diperbaiki, 
maka menurut kaidah ini ia harus menanggung sendiri resiko 
kerusakan itu dan tidak boleh meminta ganti rugi kepada pen- 
jual sepeda tadi. 

Kaidah ini mengecualikan masalah-masalah seperti, se- 
orang suami yang memukul istrinya, guru memukul muridnya, 
ta’zir yang dilakukan hakim. Meskipun semua itu diperbole- 
hkan/diizinkan, tetapi apabila pemukulan itu sampai mengaki- 
batkan mati, maka suami/guru/hakim tersebut wajib membayar 
diyat. 

Kaidah ketujulibelas: 



Al-Su^thr aUflsybdh., 97., Hakim, Mafe&if Auv-afr»a/i. 47., Ubadi, idldh al- Qauri’id, 72. 


j 
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Pertanyaan itu diulang dalam jawaban . 1 

Menurut kaidah ini, hukum dari suatu jawaban itu terletak 
pada soalnya. Contohnya, seorang hakim bertanya kepada sese- 
orang yang dianggap telah membunuh Ali: “apakah kamu telah 
membunuh Ali?,” Lalu ia mendapat jawaban :”ya”. Jawaban ya, 
ini sama dengan : “ya, saya telah membunuh Ali”, sebab per- 
tanyaan itu diulang dalam jawaban. Karena itu ia akan dikenai 
hukum qishah karena ia telah mengakui ( iqrar ) perbuatannya. 

Kaidah kedelapanbelas: 

J j5 C&\ iiunV 

Yang diam tidak dianggap bicara . 2 

Selain kaidah di atas, ada kaidah lain belakangnya ditam- 
bahi rumusan sehingga menjadi: 

dljLuJI (JjS CiSL-J ^ 

Suatu perkara itu tidak dapat disandarkan kepada orang yang diam , 
akan tetapi jika diam pada tempat yang membutuhkan keterangan adalah 
merupakan keterangan . 3 

Dari kedua kaidah di atas dapat diambil pengertian, kepu- 
tusan hukum tidak dapat diambil dari orang yang diam, kecuali 
ada qarinah-qarinah yang dapat diambil darinya. Namun diam- 
nya seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya, dapat 
dijadikan dalil adanya suatu keterangan. Misalnya, seseorang 
dituduh telah melakukan pembunuhan. Kemudian di depan 
pengadilan dia tidak menjawab/diam ketika hakim menan- 


1 

2 

3 


Al-SuyOtht, oi-AsyMh. 

I bil, 97. 

Rahman , QaHah-Qaulah. 107. 
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yakan tuduhan itu. Oleh karena itu, diamnya tertuduh tidak 
bisa dijadikan jawaban bahwa ia telah membunuh. Dan pong- 
gugat dalam hal ini harus mendatangkan bukti-bukti yang kuat 
yang membuktikan bahwa tertuduh/tergugat telah membunuh. 
Contoh lainnya, seorang janda dimintai persetujuan untuk 
dinikahkan dengan seorang pria, kemudian janda itu diam saja, 
maka diamnya seorang janda itu tidak dianggap bicara, atau 
mengucapkan ya. Masalah-masalah berikut dikecualikan dari 
kaidah di atas, yaitu: 

a. Diamnya gadis ketika dimintai perse tujuannya untuk 
menikah. 

b. Terdakwa yang seharusnya bersumpah, ketika diminta un- 
tuk bersumpah oleh hakim temyata diam saja. Menurut 
hukum ia dianggap tidak berani/ tidak mau bersumpah. 

c. Sebagian orang kafir yang mengikat perjanjian dengan 
orang muslim telah melanggar janji, tetapi sebagian yang 
lain diam saja. Maka semua orang kafir dianggap telah me- 
langgar hukum. 

d. Pemilik/majikan dari hamba sahaya yang merusak hak 
milik orang lain, wajib mengganti hak milik orang lain 
yang dirusakkan itu, kalau ia tah'u dan diam saja, dan Iain- 
lain . 1 

Kaidah kesembilanbelas: 

j&l J&\ U 

Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya 2 

Kaidah ini diambil dari hadits N abi SAW. , jaa A ijJ 

artinya; Pahalamu itu (didasarkan) atas kadar kecapaian/kelela - 
hanmu. Misalnya, shalat dhuha delapan raka’at pahalanya lebih 


2 


Musbikin, Qaw&’id, 146.. Iiliat pula pada Ubadi, idldh, 74-75. 
Al-Suyflthi, A l-Asybdh, 98, Uhadi, IdlS, 75. 
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banyak daripada yang empat raka’at. 

Masalah-masalah berikut dikecualikan dan kaidah di atas: 

a. Shalat qashar ketika bepergian lebih utama daripada shalat 
biasa. 

b. Shalat dhuha lebih baik 8 rakaat, walaupun menurut Nabi 
batas maksimal 12 rakaat. 

c. Membaca surat pendek dalam shalat berjama’ah lebih baik 
daripada potongan surat meskipun panjang. 

d. Shalat janiaah sekali lebih utama daripada shalat sendirian 
25 atau 28 kali. Dan lain-lain. 1 

Kaidah keduapuluh: 

Amal yang muta’addi (merembet) itu lebih utama dari pada amal qashir 
(tidak merembet). 2 

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, setiap perbuatan 
yang manfaatnya lebih luas cakupannya, baik untuk kepenting- 
an pribadi dan orang banyak, walaupun orang lain tidak ikut 
melakukannya, maka itu lebih baik/utama dari pada perbuat- 
an yang hanya untuk kepentingan/berguna bagi orang yang 
melakukannya saja. 

Lebih jelas Imam Syafi’i 3 menyatakan bahwa, menuntut 
ilmu syar’i seperti ilmu fiqh, tafsir, dan sebagainya adalah lebih 
utama daripada shalat sunnat, sebab pahala shalat sunnat itu 
hanya terhenti pada orang yang shalat itu saja. Sedangkan pa- 
hala menuntut ilmu tidak hanya terhenti pada amalan ilmu itu 
sendiri, melainkan amalan itu manfaatnya bisa meluas untuk 
orang banyak. 


1 Al Suytithl, al-Asybdk 

2 I bii. 99. 

3 Usman. Kaidah-kaidah Ushuliyah. 163. 
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Kaidah keduapuluh satu: 

Jiill 

Fardlu itu lebih utama dari pada sunnah. 1 

Menurut kaidah ini, melakukan suatu perbuatan yang telah 
ditetapkan/diwajibkan itu kedudukannya lebih utama daripada 
melaksanakan suatu ketetapan yang disunnahkan. Misalnya se- 
seorang yang masih mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, 
kemudian ia melakukan puasa sunnah tanpa meng-qadla puasa 
Ramadhan terlebih dahulu. Maka seharusnya, ia mengadha 
puasa Ramadhan terlebih dahulu, baru kemudian puasa sun- 
nah. Adapun masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah 
ini adalah : 

a. Masalah ibra ad-mu sir , yaitu membebaskan hutang orang yang 
tidak mampu melunasinya. Sehingga meskipun ibra ’ (membe- 
baskan) itu sunnah, namun kedudukannya lebih utama dari 
pada mdhar (memberi tempo) yang hukumnya wajib. 

b. Memulai dahulu memberikan salam kepada setiap orang 
yang bertemu itu adalah sunnah hukumnya, sedang- 
kan jawaban dari orang yang mendengarkan adalah wa- 
jib. Meskipun memberikan salam itu hukumnya sunnah, 
tetapi memberikan salam itu lebih utama kedudukannya 
daripada menjawab salam. 

c. Adzan hukumnya sunnah, sedangkan menjadi imam dalam 
shalat Jum’at adalah wajib. Akan tetapi, adzan itu lebih 
utama daripada menjadi imam shalat Jum’at. 

d. Wudlu sebelum datangnya shalat itu sunnah hukumnya, 
sedangkan wudlu sesudah masuk waktu shalat dan akan 
melaksanakan shalat adalah wajib. Meskipun demikian, 
wudlu sebelum datang waktu shalat lebih utama daripada 
wudlu sesudah datangnya waktu shalat. 

1 Al-Suyflthl, Al-Asybdh, 98 


go | AL-QAWA'ID al-fiqh 1 yah 

e. Dalam suatu pertengkaran, orang yang wajib mengalah 
adalah yang bersalah, scdangkan yang benar, mengalah itu 
adalah sunnah masing-masing demi redanya pertengkaran 
tersebut. Namun mengalahnya orang yang benar, lcbih 
baik daripada mengalahnya orang yang bersalah . 1 

Kaidah keduapuluh dua: 

1 'Kai 4aU"iAH J ji lLiJLaxII 

Fadlilah/keutamaan yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri, lebih 
utama daripada fadlilah yang dihubungkan dengan tempatnya . 2 3 

Misalnya, shalat fardlu di dalam masjid lebih utama dari- 
pada di luar masjid. Shalat berjamaah lebih utama daripada 
shalat di masjid sendirian dan shalat sunnah di rumah lebih 
utama daripada shalat sunnah di masjid, sebab dengan shalat 
sunnah di rumah akan menambah kekhusyu'an. 

Kaidah keduapuluh tiga: 

jftl vil JLV J 

Wajib itu tidak dapat ditinggalkan keuali karena wajib ? 

Maksud dari kaidah ini adalah, sesuatu yang telah diwa- 
jibkan untuk dikerjakan, hanya dapat ditinggalkan manakala 
ada sesuatu yang mewajibkan untuk meninggalkan. Misalnya, 
membedah perut itu diharamkan, jadi perut wajib dijaga jangan 
sampai terbedah. Tetapi manakala seseorang itu sakit dan jalan 
satu-satunya untuk mengobatinya harus dibedah, maka harus 
dibedah. Demikian juga harus dibedah apabila seorang ibu yang 
akan melahirkan dan tidak bisa melahirkan kecuali dengan 

1 Musbilcin, Qau<d'd 153-154., mengenai penjelasan rerscbut bisa dilihai pula pada Uhadi, fdldh.77' 
78. 

2 Al-SuyOrht, Al-A>yMK. 100., Ubadi, idldh, 78. 

3 Ibid., 101.. keterangan lebih lanjut iihat pada Abu Bakr, Fordid id-Bahiyah, 179-141. 
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pembedahan atau seseorang yang harus dioperasi sebagai jalan 
satu-satunya pengobatan. Maka kewajiban menjaga perut agar 
tidak terbedah, dapat ditinggalkan, demi menyelamatkan jiwa 
seseorang itu dari kematian. 

Kaidah keduapuluh empat: 

c ^ 1 > JjV A_k-*a ( adacJ i . 1% jl La 

Sesuatu yang dengan kekhususannya, telah menetapkan yang lebih besar 
di antara dua perkara, tidak dapat menetapkan yang lebih ringan dengan 
keumumannya . 1 

Maksud dari kaidah ini adalah dua perkara yang sal- 
ing bertentangan dalam melahirkan suatu hukum. Yang satu 
merupakan perkara-perkara yang umum dan akan melahirkan 
hukum yang lebih ringan, dan yang satunya adalah perkara yang 
bersifat khusus dan akan melahirkan perkara yang lebih berat. 
Maka bila telah dikenakan/diwajibkan hukum yang lebih berat 
karena perkara yang khusus, maka hukum yang lebih ringan 
karena perkara yang lebih umum tidak lagi diwajibkan. Mis- 
alnya, memasuki rumah orang lain tanpa izin itu dilarang dan 
dapat dituntut, walaupun hukumnya ringan. Tetapi orang yang 
memasuki rumah orang lain itu tanpa izin kemudian mencuri. 
Maka yang dituntut hukuman hanyalah mencurinya saja, se- 
dangkan masuknya rumah orang lain tanpa izin tidak dituntut 
hukuman. 

Kaidah keduapuluh lima: 


jLa C- fSLct d UJ to 

Sesuatu yang ditetapkan dengan syarn itu , didahulukan atas sesuatu yang 


1 Al-SuyQthl, d-Asybdh., 101. 
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ditetapkan dengan syarat . 1 

Maksud dari kaidah ini adalah scsuatu yang telah ditetap^ 
kan dengan syara ’ harus didahulukan dalam pelaksanaannya 
dibandingkan dengan syarat-syarat (kondisi-kondisi) yang di- 
buat oleh manusia. Atau dengan kata lain, semua ketetapan 
yang ada dalam syara ’ itu harus diutamakan daripada undang- 
undang yang dibuat oleh manusia. Contohnya, nadzar melaku- 
kan shalat wajib tidak diperbolehkan, sebab shalat wajib adalah 
telah ditetapkan oleh nash / dalil syara ’, sedangkan nadzar 
hanyalah merupakan janji yang dibuat oleh manusia. Contoh 
lain, seorang suami berkata kepada istrinya, “Kamu saya cerai 
dengan imbalan ( Ichulu ’) uang satu juta rupiah, dengan syarat 
ruju kembali." Maka thalaq suami jatuh sebagai thalaq raj% dan 
WiuJu’nya tidak jadi, sebab ruju itu ditetapkan oleh peraturan 
syara\ sedangkan khulu ditetapkan dengan perjanjian. 

Kaidah keduapuluh enam: 

Sesuatu yang haram digunakan berarti haram pula memperolehnya . 2 

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian bahwa, segala 
sesuatu yang diharamkan hukumnya apabila dipakai, maka db 
haramkan juga mencarinya. Misalnya meminum khamar dihar- 
amkan, maka membelinya atau makan harta hasil penjualan- 
nya juga haram. 

Kaidah keduapuluh tujuh: 

DjUaC.) 

Apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya .’ 


1 Ibid., 102. 

2 /fed., Uhadi, to, 81-82. 

3 Ibid., 102. 
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Menurut kaidah ini, mengambil sesuatu yang diharamkan, 
lalu hasilnya kita berikan kepada orang lain, dapat diibaratkan 
bersekutu dengannya. Misalnya memberikan uang kepada 
orang lain dari hasil curian, suap, dll. 

Kaidah keduapuluh delapan: 

Sesuatu yang sudah dijadikan obyek tertentu, maka tidak boleh dijadikan 
obyek yang lain . 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, sesuatu yang sedang db 
jadikan obyek dari suatu aqad, tidak boleh dijadikan obyek dari 
suatu aqad yang lain, karena ia telah terikat dengan akad yang 
pertama. Misalnya, menjual barang yang sudah dibeli orang, ke- 
mudian dijual kepada orang yang lainnya lagi atau meminang 
perempuan yang sudah menjadi pinangan laki-laki lain. Maka 
semua itu tidak diperbolehkan. 

Kaidah keduapuluh sembilan: 

Yang sudah dibesarkan, tidak dibesarkan (lagi ). 2 

Maksud dari kaidah ini adalah, suatu perkara yang sudah 
dibesarkan atau ditingkatkan hukumnya sampai kepada hukum 
yang tertinggi, maka tidak dapat lagi ditingkatkan/ ditambah/ 
diperbesar dengan hukum yang di bawahnya. Misalnya, men- 
cuci kotoran itu disunnahkan sampai tiga kali, tetapi kalau ko- 
toran itu najis dari jilatan anjing, maka tidak disunnahkan lagi 
sampai tiga kali. Sebab sudah diperbesar dengan diharuskan 
mencuci tujuh kali, dan air pertamanya harus dicampur dengan 
debu. 

1 Ibid., Ubadi, Idldh, 83. 

2 Al-SuyflthI, al'Asyb&i., 103., Ubadi, ibid, 84. 
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Kaidah ketigapuluh: 


l_i5 jC. <jl j'l llui 

Barangsiapa taburu'bum mencapai sesuatu sebelum maktunya, maka dia 
tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu . 1 

Misalnya, arak dalam botol apabila didiamkan beberapa 
hari akan berubah menjadi cuka, dan itu suci hukumnya. Tetapi 
apabila seseorang itu tergesa-gesa ingin mendapatkan cuka, ke- 
mudian arak itu dimasuki sesuatu agar berubah menjadi cuka 
maka tidak diperbolehkan. Menurut Imam Suyuthi, yang mas- 
uk dalam kaidah ini hanyalah mengenai perbuatan seseorang 
yang ingin cepat kaya/mendapatkan harta warisan, kemudian 
membunuh saudaranya, maka tidak diperbolehkan. 

Kaidah ketigapuluh satu: 

Sunnah itu lebih luas daripada fardlu. 2 

Misalnya, menjalankan puasa sunnah itu boleh dini- 
ati pada pagi hari, sedangkan puasa fardlu hams diniati pada 
malam hari. Begitu pula, tidak diharuskan shalat sunnah den- 
gan berdiri, namun pada shalat fardiudiharuskan dengan ber- 
diri. Namun terkadang ada sunnah yang lebih sempit daripada 
fardlu, mislanya sujud sahwi hanya berlaku dalam shalat fardlu 
tidak pada shalat sunnah. Begitu juga tayamum, hanya diperbo- 
lehkan dalam shalat fardlu, tidak dalam shalat sunnah. 


1 

2 


IM.. 103., Ubadi, ididh, 85. 

Al-Suyfljhl, rf'Asjbdh., 104., Uhadi, Ididh, 86. 
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Kaidah ketigapuluh dua: 

AjV jll QA -U-aliJl AjV ^ 

Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum. 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, suatu benda yang mem- 
punyai penguasa/ pemilik yang khusus maka itu yang lebih 
berwenang daripada penguasa yang umum. Oleh karena itu 
selama penguasa yang khusus itu masih ada' berfungsi, maka 
penguasa yang umum tidak boleh bertindak atas perkara/ ses- 
uatu itu. Misalnya, selama masih ada bapak atau kakek (sebagai 
penguasa khusus), maka hakim (penguasa umum) tidak berhak 
menjadi wali, kecuali atas seizin mereka. 

Kaidah ketigapuluh tiga: 

jjUfl 

Sangkaan yang jelas keliru, tidak dihiraukan. 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, segala keputusan yang 
didasarkan pada dhan yang sudah jelas-jelas salahnya, maka 
tidak dapat dijadikan dasar sebagai pelaksanaan/ tidak boleh 
dikerjakan. Misalnya, seseorang yang menduga keras pada saat 
itu sudah masuk waktu dluhur, kemudian melaksanakan sha- 
lat dluhur, dan tcmyata dugaannya itu keliru, maka shalatnya 
tidak sah. 

Kaidah ketigapuluh empat: 

(jC. jjau JliliVI 


1 AI'SuyOthf.ol'AsjW/i. 

2 Ibid.. 106., Ubadi, idldh, 88. 


86 | alqawAio al-fiqmIyah 

Berbuat yang tidak dimaksud berarti berpaling daripada maksud.' 

Menurut kaidah ini, suatu perbuatan yang dikerjakan 
tanpa maksud tercentu, maka kepadanya tidak dapat dihukum- 
kan kepada maksud tertentu. Misalnya, seseorang bersumpah: 
“Demi Allah saya tidak akan menetap dan diam di rumah ini”. 
Mestinya ia harus segera keluar dari rumah itu, sebab yang 
menjadi maksud ucapannya adalah “ke luar” (rumah). Apabila 
ia tidak segera keluar dari rumah itu, berarti ia telah berpaling 
dari sumpah itu, dan menurut hukum, ia dianggap melanggar 
sumpah. 

Kaidah ketigapuluh lima: 

a df~- /in a\ \ j i tY\^ *\\ iV 

Masalah yang masih diperlisihkan, tidak diingkari, sedangkan yang diing - 
kan adalah yang telah disepakati 2 

Menurut kaidah ini, segala masalah yang telah menjadi 
kesepakatan di dalamnya tentang sesuatu hukum haram misal- 
nya, maka harus dijauhi benar-benar. Sedangkan pada masalah 
yang masih ikhtilaf kita tidak wajib inkar atasnya. Misalnya, 
terhadap orang yang minum arak (khamar) atau berzina, kita 
wajib inkar, tetapi cerhdap orang yang minum bir atau oang 
yang menyemir rambut, kita tidak wajib inkar, sebab masalah 
ini masih diperselisihkan. 

Kaidah ketigapuluh enam: 

Vji (j jill 

Yang kuat dapat masuk pada yang lemah, dan tidak sebaliknya . 3 

1 Al-Surfithf. al-Aiybah.. 107.. Ubodi. idldh. 89. 

2 Al-SuyOlhl, al-Mybdh. 107 

3 Ibid.. Uhadi, Im, 90. 
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Menurut kaidah ini setiap tuntutan, baik tuntutan untuk 
mengerjakan ataupun meninggalkan, maka tuntutan yang kuat 
itu sebenamya telah mencakup atas tuntutan yanglebih lemah, 
sedangkan tuntutan yang lebih lemah tidak mencakup tuntu- 
tan yang lebih kuat. Misalnya, seorang laki-laki telah mcnggauli 
budak perempuannya, kemudian ia menikah dengan saudara 
budaknya itu. Maka menurut hukum, ia tidak boleh lagi meng- 
gauli budaknya itu, sebab hubungan dengan saudara perem- 
puan budak itu lebih kuat, yaitu hubungan perkawinan. 

Kaidah ketigapuluh tujuh: 

jSL iauVLo 

Sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni waktu 
menjadi lantaran . 1 

Maksud dari kaidah ini adalah, segala sesuatu yang pada 
waktu tertentu berkedudukan sebagai sarana untuk mencapai 
suatu tujuan, maka dapat dimaafkan/ dilonggarkan dengan 
menghilangkan atau menguranginya. Namun ketika hal itu 
menjadi tujuan, baginya tidak ada kelonggaran dan harus dipe- 
nuhi. Misalnya, seorang dokter diperbolehkan membedah tu- 
buh seorang pasien karena ia sebagai perantara penyembuhan 
pasien itu. Tetapi apabila melukai atau membedah itu sebagai 
tujuan, hal itu tidak diperbolehkan/ diharamkan. 

Kaidah ketigapuluh delapan: 


_J JAiiX-ollj JaiuijV 


Yang mudah tidak gugur karena yang sukar . 2 


Contohnya, orang yang baru bisa membaca al-Fatihah 


1 Al-Suytjtiif. ul'Asybdh. 107 

2 thd., Ubodi, ibid, 91., penjelasan Iccbih lanjut teidapai pula pada Abu Bakr, Fordid al-fkhhah. 166- 
169. 
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separuh, dalam shalac ia harus membaca yang separuh itu. Be- 
gitu pula, seseorang yang mempunyai satu lengan, dalam wudlu 
ia harus membasuh apa adanya, yaitu satu tangan yang dimi- 
likinya itu. 

Kaidah ketigapuluh sembilan: 

a . j Ul q., 1 j j \ jW K jLuiAi (j/ijm nM 

Sesuatu yang tidal c bisa dibagi itu, memilih sebagiannya sama dengan 
memilih seluruhnya dan menggugurkan sebagiannya sama dengan meng~ 
gugurkan seluruhnya . 1 

Maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang tidak 
bisa di bagi-bagi, maka dalam pelaksanaannya harus menyelu- 
ruh, tidak bisa hanya sepotong-sepotong saja. Oleh karena itu 
bila melaksanakan sebagian berarti mclaksanakan kcseluruhan^ 
nya, begitu juga sebaliknya. Misalnya, seorang suami berkata 
kepada istrinya: “Engkau aku cerai separoh saja”. Karena tha~ 
laq itu tidak bisa dibagi, maka menurut hukum, thalaqnya jatuh 
satu. Memilih sebagiannya sama dengan memilih seluruhnya. 

Kaidah keempat puluh: 

UaII Cuia j j jl 

Manakala berkumpul sebab atau tipuan dengan pelaksanaan, maka 
pelaksanaan didahulukan . 2 

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara berkum- 

1 Al-SuyOthI, J- My bah., 108., Ubadi, Idld/i, 92-93, dan pada Abu Baler, FarAd, 169-171. 

2 Ibid., 109.. dan pada Ubadi, idldh, 93-94. 
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pul tiga faktor, yaitu: (a) sebab terjadinya kasus, (b) berwujud- 
nya penipuan yang membantu terjadinya kasus, (c) perbuatan 
langsung yang mengakibatkan kasus, maka pertama kali yang 
dimintai pertanggung jawaban adalah perbuatan yang langsung 
menimbulkan kasus. Misalnya, dalam kasus pembunuhan yang 
melibatkan tiga orang, di mana orang yang pertama bertugas 
mencari atau menunjukkan tempat melenyapkan nyawa kor- 
ban, orang yang kedua bertugas menipu dan mengajak makan 
korban, dan orang yang ketiga bertugas membunuh korban ke- 
tika korban itu diajak makan. Dalam peristiwa ini, yang harus 
dituntut terlebih dahulu adalah orang yang melenyapkan nyawa 
korban secara langsung, dari pada orang pertama dan kedua. 


BAB V 

KAIDAH-KAIDAH YANG 
MUKHTALAF 


A. Kaidah Pertama: 


1^,11^ L5 J C. jl AjuaaJl 

Shalat jum’at itu merupakan shalat dluhur yang diringkas, ataukah shalai 
sebagaimana mesiinya. 1 

A da dua pendapat terkait dengan kaidah ini. Pertama, 
berpendapat bahwa shalat jum’at merupakan shalat 
dluhur yang diringkas. Akibatnya mereka juga membolehkan 
shalat jum’at yang di jama ’ dengan shalat ashar. Kedua , ber- 
pendapat bahwa shalat jum’at tidak boleh di jama ’ dengan sha- 
lat ashar, karena menurut kelompok kedua ini, shalat jum’at 
merupakan shalat tersendiri bukan shalat dluhur yang diring- 
kas . 2 

B. Kaidah Kedua: 


1 Jalai al-Dfn Ahd al-RahmAn Al-SuyOthf, Al-Asybdh uu al-Nadhtot. (Indonesia. Dar al-lhya, t.rh.), 
109. 

2 Mensenai penjehttn Icbih lanjui dan kaidah ini bisa dilihar pada Abu Bakar b. Abu Qasim al- 
Ahdal. tcrjcmah Al-Fatdid al-HahSyth Kisalah Qamiid Fiqh, rcrj. Moh. Adib Bisri, (TK. : Menara 
Kudus, 1977). 72. 
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Shalat di belakang orang yang hadats yang tidak diketahui 
keadaannya, kalau kita menganggapnya sah, apakah sahnya itu 
karena shalat jama’ah ataukah karena shalat sendirian . 1 

Terdapat dua permasalahan terkait dengan kaidah ini, 
yaitu tentang makmum dalam shalat fardlu dan makmum dalam 
shalat jum’at, apabila imamnya her -hadats besar. Untuk mak- 
mum dalam shalat fardlu terdapat dua pendapat. Pertama, shalat 
itu merupakan shalat jama’ah. Kedua, berpendapat bahwa sha- 
lat itu adalah shalat sendirian. 

Kemudian untuk makmum dalam shalat jum’at, juga terda- 
pat dua pendapat, sebagian menyatakan bahwa shalat makmum 
dalam shalat jum’at itu sah, dan sebagian yang lain menyatakan 
tidak sah. 

C. Kaidah Ketiga: 

Jlaj AjUjI ji ja Jji jji Jaill Jill Uj Iaj ^ 

Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardlu-bukan sunnah - 
(seperti mcninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan fardlu 
atau ditengahnya , maka batallah fardlunya, tetapi apakah kemudian 
shalatnya menjadi sunnah ataukah batal sama sekali ? 2 

Terdapat dua pendapat terkait dengan kaidah ini, pertama, 
menyatakan bahwa shalat fardlunya batal dan shalatnya men- 
jadi sunnah, apabila seseorang yang melakukan shalat fardlu 
sendirian, kemudian ada shalat berjama’ah, dan karena ingin 
shalat berjama’ah ia salam setelah mendapatkan dua raka'at. 

Pendapat kedua menyatakan bahwa shalatnya batal sama 


1 Al'Suyflthr. Al-Asybdh, 110., dan ‘Abdullah ibn Said Muhammad ‘UhSdl Idldh aUQMid of- 
Ftqhfyah, (Surahaya: Maktabah Hidayah, t.t). 96. 

2 Al-SuyOthf, Al'Asybdh, 1 10. 


sekali. Yaitu apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihrarn 
untuk shalat fardlu sebelum masuknya waktu atau karena dia 
membatalkan fardlu- nya karena ditukarkan kepada fardlu yang 
lain. 

D. Kaidah Keempat: 

ji V. V>l jll (JA 

Nadzar itu apakah berlaku sebagaimana wajib, ataukah jaiz 

Kaidah ini menyebabkan dua perbedaan pendapat, perta- 
ma, mengatakan bahwa nadzar itu berlaku sebagaimana wajib. 
Pendapat kedua mengatakan bahwa nadzar itu berlaku sunnah. 

Mengenai niat puasa nadzar, juga terdapat dua pendapat. 
Pertama, mengatakan bahwa niat itu harus dilaksanakan pada 
malam hari sebagaimana puasa fardlu, Kedua, mengatakan boleh 
niat pada waktu pagi hari sebagaimana puasa sunnah. 

E. Kaidah Kelima: 

ji ^ Ja 

Apakah yang diperhitungkan itu lafadz akad, ataukah maknanya ?. 2 

Ada dua pendapat terkait dengan kaidah ini, pertama, 
mengatakan bahwa yang dihitung adalah lafadznya, dan yang 
kedua, berpendapat bahwa yang dihitung adalah maknanya. 
Misalnya, ada orang berkata: “Ini kamu aku beri uang, tetapi 
nanti kalau kamu pulang aku minta kamu berikan jam tangan”. 
Menurut pendapat pertama ucapan semacam itu menjadi akad 
hibah, dan menurut pendapat kedua ucapan semacam itu men*- 
jadi akad bay'. 


1 ibd. 

2 Al-Suyflthi, al-Asybdh, 111., Ubadi, UMk98. 
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F. Kaidah Keenam: 


jLuiall ujli-ftl! (Ja ^ jll o jUl^udi ja*J\ 

Tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan 
scgi tanggungan ataukah segi pinjaman ? . 1 

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimenang- 
kan adalah segi tanggungan, dan pendapat kedua menyatakan 
bahwa yang dimenangkan adalah segi pinjaman. Contohnya, 
Ali meminjam sepeda motor kepada Burhan, dan secara terus 
terang Ali mengatakan kepada Burhan bahwa sepeda motor itu 
akan digadaikan. Setelah sepeda motor itu digadaikan, ternyata 
rumah gadai itu terbakar dan mobilnya ikut terbakar. Terdapat 
dua pendapat mengenai masalah ini, pertama, penggadai tidak 
wajib mengganti, begitu juga penerima gadai, kedua, penggadai 
sebagai peminjam dan yang menggadaikan itu wajib menggan- 
ti. 

G. Kaidah Ketujuh: 

jl gu ^ <Ja <11 

A kad hiwdlah itu apakah merupakan jual beli, ataukah sebagai pemba - 
yaranfi 

Ada dua pendapat terkait dengan kaidah ini, pertama men^ 
yatakan bahwa akad hiwdlah itu merupakan akad jual beli, pen- 
dapat kedua, akad hiwdlah itu sebagai pembayaran. 

Misalnya, Ali mempunyai tanggungan hutang kepada 
Burhan sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian Burhan mempunyai 
hutang kepada Anwar Rp. 1.000.000,-. Jadi, Burhan selain ha- 


2 


Al-SuyOthi, al-Asybdh, 1 13., Ubadi, tdLlh, 99. 
AI-SuyQihS, JAsybdh, 1 14. 
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rus membayar hutang kepada Anwar, dia juga akan mendap- 
atkan pembayaran dari Ali. Untuk itu Burhan kemudian ber- 
kata kepada Ali: “uang yang aku hutangkan kepadamu, harap 
kamu bayarkan saja kepada Anwar, sebab aku mempunyai hu- 
tang kepada Anwar sebesar Rp. 1.000.000,-. Dan kepada An- 
war, Burhan berkata: “hutang saya Rp. 1 .000.000,- kepadamu 
nanti akan dibayarkan oleh Ali”. Menurut pendapat pertama , 
akad hiwdlah semacam ini boleh khiydr, sebab hiwdlah itu be- 
rarti jual beli, kedua, tidak boleh khiydr sebab hiwdlah itu berarti 
pembayaran. 

H. Kaidah Kedelapan: 

d lilai jl ialiuij ^ (Ja *\ 

Apakah ibra’ itu merupakan pengguguran ataukah memilikkan?. 1 

Ada dua pendapat terkait dengan kaidah ini, pendapat 
pertama, menyatakan bahwa ibra’ merupakan pengguguran, dan 
pendapat kedua, menyatakan bahwa ibra ' adalah memilikkan. 
Misalnya, Ali meminjam uang kepada Burhan sebesar Rp. 
100.000,-. Kemudian Burhan meng-tbra’-kan (membebaskan) 
hutang Ali kepadanya. Apakah Burhan boleh menarik kem- 
bali ibra } - nya kepada Ali, ataukah tidak. Menurut pendapat 
pertama, tidak boleh sebab ibra ’ berarti menggugurkan ( isqath ), 
dan menurut pendapat kedua, boleh karena ibra ’ sama dengan 
tamlik. 

Kaidah kesembilan: 

j\ j—ia Ja 

Iqdlah (pencabutan jual beli terhadap orangmenyesal ) itu, apakah merupa- 
kan fasakh (pembatalan jual beli), ataukah bay' (jual beli kembali)? nI 

1 AI-SuyOthT, al-AiybOh. 115., dan Ubadi, idldh, 101. 

2 AI~Suyuthi. d-Avfbdh 
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Menurut pendapat pertama iqdlah merupakan fasakh, se- 
dangkan menurut pendapat kedua iqdlah adalah bay. Contohn- 
ya, Ahmad (orang muslim) membeli budak (orang kafir) dari 
Salsa (orang kafir juga). Setelah selesai akad budak tersebut 
masuk Islam. Kemudian Ahmad menyatakan tidak jadi mem- 
beli (iqdlah). Jika ini berarti merusak akad ( fasakh ), maka iqdlah 
boleh, namun kalau dianggap sebagai penjualan kembali, maka 
Iqdlah tidak boleh, sebab seorang muslim menjual budak mus- 
lim kepada orang kafir itu tidak diperbolehkan. 

J. Kaidah Kesepuluh: 

•iic. jLo-^a jjAjSaut (if* A C5* Ui*- 4 ® 

Ai (jLoa-ia ji 

Mas katvin yang telah dinyatakan tetapi masih berada di tangan suami, 
belum diterimakan kepada isteri, apakah ditanggung dengan dloman-akad, 
ataukah dloman-yad?. 1 

Pendapat pertama menyatakan ditanggung dengan Ha - 
man-akad, dan pendapat kedua menyatakan ditanggung den- 
gan dlaman-yad. Contohnya, seorang laki-laki menikah dengan 
seorang perempuan dan maskawin telah dinyatakan sebesar 
Rp. 100.000,-. Tetapi setelah satu tahun uang itu juga belum 
dikembalikan kepada isteri. Lalu siapakah yang harus menge- 
luarkan zakatnya, suami ataukah isteri?. Menurut pendapat 
pertama , isteri tidak wajib mengeluarkan zakat, dan pendapat 
kedua , isteri wajib mengeluarkan zakat. 

K. Kaidah Kesebelas: 

V ji j-iaij (Ja J® 

Thalaq raj'i itu, apakah memutus nikah ataukah tidak ? 2 

1 Al-SuyfithJ. <ii'As>hd/i. 116. 

2 Ibid. 


RIDHO ROKAMAH, SAG.. M.SI. | 97 


Maksud dari kaidah ini, apabila seorang suami menggauli 
seorang istri pada masa iddahnya, kemudian baru merujuknya, 
maka wajib membayar mahar menurut pendapat yang menya- 
takan rujuk termasuk memutus pcrnikahan, dan kalau suami 
meninggal, istri tidak boleh memandikannya. Sedangkan men- 
urut pendapat kedua istri boleh memandikannya apabila sua- 
minya meninggal. Jadi apabila menganggap bahwa thalak rafiy 
itu dianggap putus, maka haram bagi keduanya bergaul, melihat 
aurat, dsb., dan apabila tidak dianggap putus, maka berakibat 
wajib memberikan nafkah, mempunyai hak waris, dsb. 

L. Kaidah Keduabelas: 

Dhihar itu apakah selayaknya serupa thalaq, ataukah serupa sumpah?. 1 

Menurut kaidah ini, apabila dhihar itu diserupakan den- 
gan thalaq, maka ia harus membayar empat kaffarat. Tetapi apa- 
bila diserupakan dengan sumpah maka ia cukup membayar satu 
kaffarat. 

M. Kaidah Ketigabelas: 

V fl g* j^udb (jaxlj (Ja -LiliSll Qkajp 

Fardlu kifayah yang sudah dikerjakan itu apakah menjadi fardlu 'cun atau 
tidak?. 2 

Menurut pendapat yang lebih sah, apabila seseorang se- 
dang shalat jenazah, maka ia tidak boleh meninggalkan shalat 
itu, karena hal itu fardlu ‘ain, demikian pula kasus jihad, apa- 
bila seseorang sedang berjihad diharamkan meninggalkannya. 

1 M ik hi is Usman, Kaidah-Kadah UshuUyah Dan Fiqhjah, Pednmm Dasar Dakm Isimbaih Hukum 
Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Ftrsada, 2002), 212, lihat pula pada Uhadi, Idldh, 106. 

2 AhSuyOiht, al-Asyhdh, 1 17.. bisa juga dilihar pada Uhadi. Idldh, 107. 
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Menurut abGhazali, pendapat di atas hanya berlaku pada sha^ 
lat jenazah dan jihad saja, untuk yang lain hukumnya tetap 
fardlu k ifayah. 

N. Kaidah Keempatbelas: 

^ ji JjJ if ^ jA Ja ^jUII JjI 

Sesuatu yang telah bergeser tetapi kembali lagi, apakah seperti yang tidak 
bergeser, ataukah. bagaikan yang tidak kembali ?. 1 

Ada dua pendapat berkaitan dengan kaidah di atas, yaicu: 

a. Dianggap seperti semula, misalnya wanita yang telah dita- 
lak sebelum digauli, maka hilang kemilikannya atas mahar, 
kalau suaminya kembali maka kembali pula hak pemilikan' 
nya terhadap mahar seperti mahar semula. Contoh lain, 
seseorang yang kehilangan harta yang telah wajib zakat, 
kemudian harta yang hilang itu kembali lagi maka pada 
akhir tahun tetap wajib membayar zakat. 

b. Dianggap seperti barang baru, misalnya hakim gila atau hi- 
lang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali keahl- 
iannya maka tidak kembali kekuasaan hakimnya 2 . 

O. Kaidah Kelimabelas: 

(JLaIUjI lJa 

Apakah ungkapan itu menurut keadaan atau menurut bendanya ? 3 

Contoh dari kaidah ini, apabila seseorang menjadi imam 
dengan pakaian yang menutup aurat, kemudian ditengah-ten- 
gah shalat pakaiannya robek. menurut pendapat yang kuat, apa 


1 IW..I18. 

2 U&nun. Kadah-kaidah. 214., bisa juga diiihat pada Ubadi. Idldb, 108-109. 

3 Al-Suyflthl, al-Asybdh, 1 19. 
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yang akan terjadi tidak dijadikan seperti apa yang terjadi, jadi 
makmum tetap sah dengan niat infirdd (memisahkan diri dari 
shalat berjamaah) ketika robek pakaian imam. 

P. Kaidah Keenambelas: 

(Ja aaJl (JIaJ lil 

Manakala yang khusus batal , apakah yang umum masih tetap, ataukah 
ikut batal 

Misalnya, seseorang yang telah melakukan takbiratul ihram 
pada shalat yang belum masuk pada waktunya, maka batallah 
kekhususannya (niat shalat wajib itu), tetapi menurut pendapat 
yang absah, masih berlaku keumuman takbir itu sampai selesai 
shalat sunnat. Demikian juga orang yang bertayamum untuk 
shalat wajib sebelum masuk pada waktunya, maka batal tayam- 
umnya untuk shalat wajib, serta tidak boleh digunakan untuk 
shalat sunnat. Kecuali jika niatnya untuk tayamum shalat sun- 
nat maka hal demikian diperbolehkan. 

Q. Kaidah Ketujuhbelas: 

ji -kSsk cJa 

Kandungan itu, apakah diberi hukum ma'lum, ataukah majhul ?. 2 

Menurut kaidah ini, menjual binatang yang sedang bunting 
beserta anak yang masih dalam perut induk ibunya adalah tid- 
ak boleh (menurut pendapat yang paling sah). Karena yang 
ada dalam kandungan itu masih majhul belum diketahui kri- 
terianya. Sedangkan memberikan wasiat terhadap anak yang 
masih ada dalam kandungan adalah diperbolehkan karena su- 
dah jelas. Tetapi dalam hal waris, anak yang ada dalam kand' 

1 Ibid. 121. 

2 Ibid. 
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ungan dihukumi sebagai anak lakidaki, sebab apabila ia lahir 
lakidaki, maka ia akan menerima sebagaimana mestinya, tetapi 
jika ia lahir perempuan maka kelebihan hartanya bisa dibagikan 
pada yang lain. Jika anak yang dalam kandungan itu dianggap 
perempuan, maka akan kesulitan apabila anak itu temyata lahir 
lakidaki. 

R. Kaidah Kedelapanbelas: 

A (Ja 

Sesudtw yang nadir (jarang terjadi) iiu, apakah disamakan dengan jenisny a, 
ataukah dengan bendanya itu sendiri ?. 1 

Menurut kaidah ini, apabila karena suatu kecelakaan, 
seorang perempuan putus tangannya, kemudian ada laki-laki 
lain memegang tangan (yang telah terpisah dari tubuh wanita) 
itu apakah wudlunya menjadi batal, ataukah tidak ?. Menurut 
pendapat pertama itu membatalkan wudlu, karena tangan yang 
sudah terputus dari tubuh perempuan itu, kalau dipandang dari 
segi najis, termasuk jenis tangan perempuan. Sedangkan menu^ 
rut pendapat kedua tidak membatalkan wudlu, karena kalau 
dilihat dari segi keadaan bendanya itu sendiri, tidak lebih dari 
scpotong daging. 

S. Kaidah Kesembilanbelas: 

jiill 

Orang yang bisa yakin apakah baginya boleh ijtihad dan mengambil per - 
kiraan yang kuat ?. 2 

Secara umum seseorang mujtahid tidak boleh berijtihad 
jika mendapatkan nash } karena nash merupakan suatu keyaki^ 

Ibid, 122. 

Ibid, 123. 
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nan dan dia tidak boleh mengabaikan nash tersebut, sedang- 
kan ijtihad merupakan keputusan dhan dibanding dengan nash. 
Misalnya, seseorang yang mempunyai dua baju, yang satu suci 
sedangkan yang lainnya adalah najis. Maka ia boleh berijtihad 
menentukan mana yang suci untuk dipergunakan walaupun ia 
dapat berganti pakaian yang jelas suci. Namun seseorang tidak 
diperbolehkan menghadap Hijr Isma’il, karena yang yakin jelas 
diketahui, yakni menghadap Ka’bah. 

Contoh lain, seseorang memiliki dua lembar sarung, yang 
satu kena najis dan yang lain tidak, tetapi karena najisnya su- 
dah kering maka ia tidak dapat membedakan dan menentukan 
dengan pasti, manakah di antara kedua sarung itu yang terkena 
najis, sementara itu, masih ada selembar sarung lagi yang jelas 
suci yang berada di lemari. Ketika ia akan shalat bolehkah ia 
ijtihad meneliti dua lembar sarung yang masih diragukan itu, 
mana yang suci diantara keduanya, ataukah dua-duanya dit- 
inggalkan dan menggunakan sarung ketiga (yang masih dalam 
almari) yang jelas suci ? 

Menurut pendapat pertama, boleh ijtih&d, sedangkan men- 
urut pendapat kedua tidak boleh ijtihad. Pendapat yang disepa- 
kati dari kedua pendapat tersebut: 

a. Boleh ijtihad, misalnya: seseorang mempunyai dua gclas 
susu, yang segelas suci dan yang lain terkena najis. Di 
samping itu, dalam almari ada segelas lagi yang jelas suci, 
menurut hukum, ia boleh ijtihad. 

b. Tidak boleh ijtihad , orang yang berada di Makkah, ketika 
akan shalat tidak boleh ijtihad lagi, karena ka’bah yang 
menjadi kiblat shalat ada dihadapannya. 1 


i 


1 

2 


Musbikin, Qaudid, 202. 
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T. Kaidah Keduapuluh: 

Hakngan yang daiang kemudian itu, apakah ia seperti yang membarengil 
bercamfmr?. 1 

Ada dua pendapat berkaitan dengan kaidah di atas, per- 
tama, menganggap seperti bercampunya murtad seseorangyang 
sedang ihram, adanya air di tengah-tengah orang yang shalat 
(karena bertayamum), serta perubahan mat yang buruk yang 
semula baik dalam bepergian, maka hukumnya kasus seper i 
itu, ihram-nya menjadi batal, shalatnya juga men, adi batal, dan 
tidak ada rukhshah baginya. Ked.ua, menganggap tidak seperti 
bercampur, maka semua amal di atas tidak batal dan untuk 

yang bepergian diperbolchkan Tuk/uah. 

Dari beberapa kaidah di atas, dapat diamat. bahwa kaidah 
yang diperselisihkan sebenarnya bukan pada kaidah itu sendiri 
tetapi lebih mengarah pada kondisi yang mempcngaruh. kai- 
dah itu tercipta, sehingga keberlakuan kaidah tersebut menurut 
kondisi yang melatarbelakanginya. 


Al-Suytaht, d-Asybdh, 123. 
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